IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH AL-DARURAT TUBIHU
AL-MAHZURAT PADA PENCAMPURAN KUBURAN
MUSLIM DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG

LAHAD KARENA KONDISI DARURAT

SKripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi lImu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ILHAM HIDAYAT S.
NIM/NIMKO: 181011229/85810418229

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. [ 2022 M.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Ilham Hidayat S

Tempat, Tanggal Lahir : Muara Badak, 03 Januari 2000
NIM/NIMKO : 181011229/85810418229
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini-benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di
kemudian hari terbukti-bahwa skripsi ini merupakan.duplikat, tiruan, plagiat, atau
dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang
diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Agustus 2022 M.
Peneliti

Ilham Hidayat S.
NIM/NIMKO: 181011229/85810418229




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kaidah Fikih Al-Dararat Tubthu
al-Mahzirdt Pada Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam
Satu Liang Lahad Karena Kondisi Dacurat” disusun oleh ITham Hidayat S,
NIM/NIMKO: 181011229/85810418229,  mahasiswa  Program  Studi
Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi llmu Islam dan
Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang
munagasyah yang /diselenggarakan pada hariSclasa, [1 Muharam 1444 H,
bertepatan dengan 09/ Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai

salah sati-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Hmu Syariah (dengan

beberapa perbaikan).
Makassar, 25 Muharam 1444 H
23 Agustus 2022 M
DEWAN PENGUJI
Ketua - Saifullah Anshar, Le., M.H.L
Sekretaris : Irsyad Rafi, Le., M.H.
Munagqisy 1 : Dr. Rustam Kolly, Lc., MA.
Munagqisy 11 - Thwan Wahid Minu; S:Pd.1., M.E.

Pembimbing I @ Muhammad Yusram, Le., M.A., Ph.D. (oo

Pembimbing I : Muhammad Istiqgamah, Le., M.Ag.

J

\




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah
swt. atas rahmat dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
yang berjudul “Implementasi Kaidah Fikih Al-Darirat Tubthu al-Mahzirat Pada
Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad Karena
Kondisi Darurat” untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) bagi -mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab
jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti sangat menyadari hahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini
masih jauh.dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti
mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi-ini, dittemukan kendala dan hambatan. Namun,
karena kemudahan yang diberikan oleh Allah swt., Alhamdulillah semua dapat
teratasi, Untuk itu, setelah bersyukur kepada Allah swt.; peneliti ingin berterima
kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan-skripsi ini:

1. Secara khusus kepada kedua orangtua peneliti, Abdul Syukur dan
Mastura, yang penuh kasih sayang dan keikhlasan telah membesarkan,
merawat, mendidik, menanamkan semangat dan motivasi kepada peneliti,
memberikan dukungan sepenuhnya kepada peneliti dalam mencapai cita-
cita serta senantiasa berdoa siang dan malam untuk kesehatan,
keselamatan dan kesuksesan peneliti.

2. Ketua STIBA Makassar Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Dan
seluruh jajarannya.

3. Muhammad Yusram, Lc., M.A,, Ph.D., selaku dosen pembimbing I dan
Muhammad Istigamah, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing Il yang
telah memberikan waktu, kritik dan saran, serta bimbingan maupun

arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.



Para dosen yang senantiasa memberikan nasehat dan bekal disiplin ilmu
pengetahuan selama menimba ilmu di bangku kuliah Sekolah Tinggi
IImu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Mahasiswa STIBA Makassar angkatan 2018 yang selalu berbagi ilmu
dan saling memberi semangat, motivasi dan doa.

Seluruh " keluarga, dan orang-orang terdekat peneliti yang selalu
mendukung dan memberi semangat peneliti untuk menyelesaikan
penyususnan skripsi-ini.

Seluruh /pihak perusahaan PT. Pertamina Hulu Mahakam yang telah
membantu peneliti dalam hal finansial dan dukungan kepada peneliti
sehingga peneliti bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi sampai

sekarang ini.

Makassar, 26 Agustus 2022 M.
Penelit}

Itham Hidayat S.
NIM/NIMKO: 181011229/85810418229




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......ccoiiiiiiiiiii s i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI. ..o i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI........cccciiiiiii iii
KATA PENGANTAR. ..ottt i iv
DAFTAR ISL o e s Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN ..ottt viii
ABSTRAK. i s i it e e Xiii

BAB | PENDAHULUAN

A Latar BelaKang........coooviie it 1
B. Rumusan Masalah...........ccoooiiii it e i 5
Co-Pengertian JudUl. ... i e it T oaastf e eesneeneens 5
D. KaJian PUSEAKA. ........oiiieiiiiienie it b e e e 9
E. Metode Penelitian. ... ittt 14
F.. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. ..........ccoooeeiriiiinc e i i 17

BAB Il KONSEP KAIDAH FIKIH AL-DARURAT TUBIHU AL-MAHZURAT
A. Al-Qawaid Al-Fighiyyah (Kaidah-Kaidah Fikin) ............ccocoiine.. 19
B. Definisi Kaidah Fikih Al-Dariirat Tubithu Al-Mahzirit...................... 25
C. Kaidah Pokok Dari Kaidah Cabang Al-Dariirat Tubthu Al-Mahzarat. 28
D. Landasan Kaidah Fikih Al-Darirat Tubthu Al-Mahzirat. .................. 30
E. Contoh Penerapan Kaidah Fikih Al-Darirat Tubihu Al-Mahzirat. .... 32
BAB 1l PANDANGAN ISLAM TENTANG PENCAMPURAN KUBURAN
MUSLIM DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG LAHAD
A. Hukum Menggabungkan Dua Jenazah Dalam Satu Liang Lahad....... 39
B. Pandangan Islam Tentang Pencampuran Kuburan Muslim dan

Nonmuslim Dalam Satu Liang Lahad ...........ccccevviiiiiiieniiiins 44

Vi



BAB IV IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH AL-DARURAT TUBIHU AL-

MAHZURAT TERHADAP PENCAMPURAN KUBURAN MUSLIM

DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG LAHAD KARENA
KONDISI DARURAT

A. Fakta Kasus Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam

Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat ‘Hubungannya Dengan

Kaidah Fikih Al-Darurat Tubthu AI-Mahzardt. ................ceeeeeeneene. 47

B. Analisis Implementasi Kaidah Fikih Al-Darirat Tubthu al-Mahzirat

Terhadap Kasus-Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam

Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat ..........coieeis e, 55

BAB V PENUTUP
AL KESIMPUIAN. i ab et et eneeneas 59
B.Implikasi Penelitian. ...........coviiiiiiiiiice et e 60
DAFTAR PUSTAKA. L. i it e b i e 61
RIWAY AT HIDUP . e ekt 65

Vil



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad
lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini
adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala
perangkatnya.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan-Rl No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai

berikut:

| a > d P d 4 k
L b 3 z L t i I
o t 3 r b z ¢ m
& $ J z ¢ ‘ o n
z j o S ¢ g . s w
a h o sy - f » h
" kh 0P S é q &S y

B. Konsonan Rangkap
Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap
Contoh:

247

3 45 = tafarraga

viii



A E G =ba’a ar-rojul
C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh (ks
kasrah — ditulisii contoh a0
dammah  _  ditulisu contoh  ges

2. Vokal Rangkap
Vokal Rangkap “¢sl. (fathah dan ya) ditulis “ai”
Contoh; &355-= zainab (xS = Kkaifa
Vokal Rangkap 3 (fathah dan waw) ditulis “au”
Contoh: J3> = haula J$3 =qawla

3. Vokal Panjang (maddah)

t-dan & (fathah) ditulisa  contoh: ¢ G =bd’a
S (kasrah) ditulis @  contoh: £.8 = gadimun
¥ (dammah) ditulisT  contoh: ¢ 32 = buyii 'un

D. Ta’marbiitah

Ta’'marbirah yang mati akan mendapatkan harakat sukun ditulis /h/

Contoh: SN b = bai’u as-salimah
‘\‘:L-S* :JLxJ\ =at-tijarah at-toiyibah
E. Hamzah

Huruf hamzah (<) di awal ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda
apostrof ()
Contoh: 334l = ijazatun, bukan ‘jazatun

Agga) = jjtihad, bukan Gjtihad



F. Lafzu al-Jalalah
Lafzu al-Jalalah (kata <) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa
hamzah.
Contoh: 4l Xe ditulis: ‘4bdullah, bukan Abd Allgh
PUPSIES ditulis: Jarullah,
G. Kata Sandang “al-“
1) Kata Sandang “al-“ tetap ditulis “al-*, baik kata yang dimulai dengan

huruf gamariyah maupun syamsiyah

Contoh; —{edll g = al-bai’u-al-muaiyan
Byl ALl = al-sivasatu al-syar’iyyah

2) Huruf“a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.

Contoh: e al = al-Fargali
D alal = al-Mansur
(ol = al-Qurdi

3) Kata Sandang “al-*“ di awal kalimat ditulis dengan huruf, adapun di
tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.
Contoh:  Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alguran al-Karim



Singkatan:

saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam
swt = subhanahu wa ta’ala

ra = radiyallahu ‘anhu

QSs. = al-Qur’an Surat

uu = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpapenerbit

tt.p. =tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi

QS. .[L.:4 Quran, Surah ..., ayat 4

Xi



ABSTRAK

Nama . llham Hidayat S.

NIM/NIMKO :181011229/85810418229

Judul Skripsi  : Implementasi Kaidah Fikih Al-Darirat Tubthu al-Mahzirat
Pada Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam
Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan, Pertama, Untuk mengetahui konsep
kaidah fikih al-Darirat Tubthu al-Mahziarat terhadap kondisi darurat., Kedua,
Untuk mengetahui pandangan. ulama mazhab tentang pencampuran kuburan
muslim dan nonmuslim-dalam satu liang lahad dan Ketiga, Untuk mengetahui
implementasi kaidah' fikih al-Dariirat tubthu  al-Mahziarat pada pencampuran
kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat.

Penelitian: _ini © menggunakan = jenis . penelitian - kualitatif dengan
menggunakan metode kepustakaan (Library Research) yang berfokus pada kajian
naskah dan teks; dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan
pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).

Hasil penelitian ini menemukan hal-hal <berikut: (1) Kaidah fikih al-
Dararat- Tubthu —al-Mahzirat -merupakan kaidah yang ‘berkaitan dengan
kebutuhan, kondisi atau situasi yang mendesak dan darurat. Dalam penerapannya
dapat digunakan untuk membolehkan seorang hamba mengerjakan. sesuatu yang
terlarang dalam syariat karena sedang berada dalam kondisi atau situasi yang
mendesak dan-darurat. Namun untuk menerapkan kaidah fikih-ini memiliki syarat
dan ketentuan tertentu, sehingga dalam penerapannya harus memenuhi syarat dan
ketentuan tersebut. (2) Para ulama mazhab melarang bahkan mengharamkan
penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahad. Adapun Hukum mencampur
kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad digiyaskan kepada hukum
menyatukan pemakaman muslim dan nonmuslim sebab tidak ditemukannya
pembahasan ulama terkait pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam
satu liang lahad, sehingga akhirnya ditemukan bahwa hukum mencampur kuburan
muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad adalah haram untuk dilakukan. (3)
Kaidah fikih al-Darirat Tubthu al-Mahzirat dapat diimplementasikan atau
diterapkan pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang
lahad karena kondisi darurat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh para Ulama.

Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan
ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih jenazah, dan memberikan
konstribusi bagi para intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan
keagamaan dan sebagainya. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat
menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, serta berharap
agar peneliti selanjutnya bisa melengkapi dan menambahkan kekurangan-
kekurangan yang ada untuk menyempurnakan hasil penelitian ini agar lebih
bermanfaat kedepannya.

xii
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam diciptakan oleh Allah swt. bukan tanpa alasan, melainkan
di dalamnya terdapat maksud dan tujuan tertentu, yang dikenal dengan istilah
maqasid al-Syari’ah. Di antara maqgasid al-Syari’ah adalah untuk menjaga
kemaslahatan umat manusia, membawa manfaat dan mencegah keburukan,
menjadi petunjuk ke jalan-yang benar, serta menampakkan kepada manusia
tentang maslahat yang sebenarnya*

Hukum Islam adalah sarana agar magqasid al-Syari’ah-dapat terwujud.
Yaitu dengan memahami hukum Islam (syariat) secara baik dan benar, sehingga
dengan-pemahaman yang baik terhadap hukum Islam ini, akan mengantarkan
kepada tujuan syariat yang sebenarnya. Untuk itu agar bisa memahami hukum
Islam ‘secara. sempurna, diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama.

Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw.:

Artinya:
Dari- Anas bin Malik ra. bahwasanya ia berkata, Rasulullah saw.
bersabda: Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dapat
memberi pemahaman tentang syariat Islam yang mulia ini, tentunya ilmu dalam
hal ini adalah ilmu Allah swt. dan Rasul-Nya saw. Dengan harapan ilmu tersebut

dapat memberi manfaat kepada diri pribadi dan orang-orang di sekitar.

1Zaid Bin Muhammad Al-Rummani, Magqasid al-Syari’ah al-lslamiyah: (Cet. 1; Riyad:
Dar al-Fais, 1415 H/1994 M), h. 7.

2Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Mdjah, Juz 1
(Dar al-Thya’, 1431 H), h. 224.



Di antara ilmu yang sangat penting agar bisa memahami syariat agama
ini adalah ilmu terkait kaidah fighiyyah, karena dengan menguasai kaidah fikih
akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang
kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah.®

Selain itu, urgensi atau arti penting kaidah fikih juga banyak
dikemukakan oleh para ahli hukum Islam kenamaan, umpamanya pandangan
yang telah dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyiti dalam
kitabnya al-Asybah wa al-Nazair, sebagai berikut:
$ads oy oy i Al s S WLy 4 e T g0 oY) 38T AL
el & 65\ Sl n8a T ey o A0 S 08 ol i

0 Bl Gl ek 06 18 Ui E BtV w6 ik
Artinya:
Ketahuilah, sesungguhnya ilmu al-Asybah wa al-Nazair (kaidah-
kaidah fikih) adalah ilmu yang agung, dengannya dapat diketahui
hakikat fikih, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-
rahasianya. Dengan ilmu int pula -orang akan lebih ‘menaonjol dalam
pemahaman dan penghayatannya terhadap fikih dan mampu untuk
menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-
hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasus-kasus-dan kejadian-
kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Oleh karena itulah

sebagian ulama kita mengatakan bahwa fikih adalah mengetahui
persamaan-persamaannya.

Dalam syariat Islam terdapat lima kaidah fikih yang dikenal dengan
istilah al-Oawaid al-Khams al-Kubrad, yang mana para ulama dari berbagai
mazhab telah sepakat mengenai kelima kaidah tersebut. Kaidah fikih tersebut
adalah, s\ j}iéﬁ\ artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya, Jbi j}f’ai\
artinya kemudaratan itu harus dihilangkan, IR A artinya adat kebiasaan

bisa menjadi landasan hukum, :JWJLJ jbﬂ :;uJ\ artinya keyakinan tidak dapat

3Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Biirndi, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah (Cet V; Beirut: al-Resalah, 1422 H/2002 M), h. 234.

4Jalaluddin ‘Abdu al-Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad Al-Suyiti, al-Asybah Wa al-
Nazair, Juz 1 (Cet I; t.t.p.: Dar al-Kutub al-*Alamiyah, 1411 H/1990 M), h. 6.
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dihilangkan dengan keraguan, M\ LJ& EHCR artinya kesulitan mendatangkan

kemudahan.®

Kaidah-kaidah fikih di atas ibarat suatu alat yang dipakai sebagai sarana
untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan
menerapkan kaidah-kaidah fikih akan mempermudah para ahli hukum untuk
mengetahui benang merah dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Di antara hal yang terkadang menimbulkan permasalahan karena bersifat
insidental atau tidak dapat diprediksi kedatangannya-adalah musibah. Baik itu
bencana alam seperti-tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, tsunami atau
musibah yang.terjadi karena kelalaian seseorang. Seperti ‘kebakaran rumah,
jatuhnya pesawat dan juga tenggelamnya kapal. Dimana musibah tersebut sering
kali memakan banyak korban jiwa. Sehingga tidak jarang, dampak dari musibah
ini_menimbulkan permasalahan yang mengharuskan para ahli hukum untuk
mencari-solusi dari permasalahan tersebut.

Salah satu contoh musibah yang menelan banyak korban. jiwa adalah
bencana alam yang terjadi berupa tsunami 26 Desember 2004 di Aceh. Akibat
bencana tersebut kurang lebih sekitar 280.000 jiwa meninggal dunia.® Karena
banyaknya korban jiwa dari bencana tersebut membuat kondisi Aceh pada saat itu
sangat memprihatinkan. Sehingga dengan alasan darurat Majelis Ulama Indonesia
(MUI) memberikan fatwa memperbolehkan dilakukan penguburan massal tanpa
memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan dan juga antara muslim dan

nonmuslim.’

SMuslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawdaid al-Fighiyyah
(Cet. I; Riyad: Dar al-Zidni, 1428 H/2007 M), h. 27.

® Fandy Hutari, “Berhenti berperang usai tsunami menghantam”, Alinea.id,
https://www.alinea.id/nasional/berhenti-berperang-usai-tsunami-menghantam-b1UBM9goW, (18
Juli 2022).

Majelis Ulama Indonesia, “Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jandiz) Dalam Keadaan
Darurat”, Situs Resmi MUI.co.id, http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-
Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf, (21 Juli 2022).


https://www.alinea.id/nasional/berhenti-berperang-usai-tsunami-menghantam-b1UBM9goW
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf

Dalam syariat Islam, ada beberapa faktor yang menjadikan sesuatu yang
dilarang dalam syariat menjadi boleh untuk dilakukan. Salah satunya adalah
ketika berada dalam kondisi yang mendesak atau darurat, yaitu saat tidak ada jalan
atau cara lain selain melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka dalam
kondisi tersebut sesuatu yang awalnya terlarang menjadi boleh untuk dilakukan.
Sebagai bukti sempurnanya syariat agama Islam, di dalamnya juga mengatur

tentang bagaimana seorang muslim menyikapi situasi darurat tersebut.

Berangkat dari. kaidah.mengenai kondisi' darurat, yang mana kaidah ini
terkadang digolongkan:oleh para ulama sebagai turunan dari cabang kaidah al-
Dararu yuzal.-Namun. terkadang pula digolongkan oleh” para ulama sebagai
turunan dari cabang kaidah al-Masyaqgoh tajlibu al-Taisi»®; yaitu-kaidah:

Pl 2.8 Ll

Artinya:
Suatu kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.

Maksud dari kaidah tersebut di atas adalah keadaan-keadaan darurat atau
kebutuhan yang sangat mendesak itu, membuat seseorang boleh mengerjakan
sesuatu yang terlarang dalam syariat agama ini.°

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti
dan mengkaji lebih lanjut bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul
“Implementasi  kaidah fikih al-Dariirat Tubthu al-Mahziirat pada
pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad

karena kondisi darurat”.

8Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawaid al-Fighiyyah
(Cet. I; Riyad: Dar al-Zidni, 1428 H/2007 M), h. 191.

®Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Biirndi, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah (Cet V; Beirut: al-Resalah, 1422 H/2002 M), h. 234.

OMuhammad Sidqt bin Ahmad bin Muhammad al-Biirnii, al-Wajiz Fi Idahi Qawaid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 235.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dengan
judul, “Implementasi kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-Mahzirat pada
pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena
kondisi darurat”, maka inti dari pembahasan ini dapat diketahui dengan melihat
sajian pokok permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana konsep kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-Mahzirat terhadap
kondisi darurat ?

2. Bagaimana' pandangan ulama mazhab tentang pencampuran kuburan
muslim.dan-nonmuslim dalam satu liang lahad ?

3. Bagaimana implementasi kaidah fikih al-Dararat Tubrthu al-Mahzirat
pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad

karena kondisi darurat ?

C. Pengertian Judul
Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan bersama dan menghindari
kesalahan yang tidak diinginkan, serta perbedaan interpretasi yang biasa terjadi,
dari penelitian yang berjudul “Implementasi kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-
Mahzarat pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang
lahad karena kondisi darurat”, terlebih dahulu peneliti akan memberikan
pengertian dan penjelasan yang dianggap penting, terhadap himpunan kata yang

berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Implementasi

Pelaksanaan'! atau penerapan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan.

Penerapan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah menerapkan kaidah fikih

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi
IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 580.



al-Darurat Tubthu al-Mahzirat pada pencampuran kuburan muslim dan
nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat

Kaidah Fikih

Kaidah, dalam kamus KBBI adalah perumusan dari asas-asas yang menjadi
hukum; aturan yang tentu; patokan; dalil,*? sedangkan secara bahasa berasal
dari kata bahasa arab yaitu (glgL?j\) yang bermakna (:f\:ﬂ/"ﬁ\), yang memiliki
arti dasar atau pondasi.*® Sedangkan secara istilah, kaidah adalah (,,,,1? w)
artinya hukum yang bersifat kompleks atau universal®*;

Fikih, dalam kamus'KBBI adalah ilmu tentang hukum Islam,’® sedangkan
secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu (ﬁ.éj\) yang bermakna (;;éfzi\
(Jgj\j) artinya pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan-secara istilah fikih
adalah:

Log 233Gl 2 i) afhasdy a8 c&;% fL,J\

Protys

Artinya:

liImu-tentang hukum-hukum-syariat yang bersifat amaliah“atau terapan
yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Sehingga pengertian dari kaidah fikih atau al-Oawaid al-Fighiyyah
sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri menurut Dr. Muslim bin
Muhammad bin Majid al-Dausari dalam kitab beliau al-Mumti’ Fi al-

Qawaid al-Fighiyyah adalah:

602.

h. 10.

h. 11.

391.

h. 13.

12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.
BMuslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: FT al-Qawaid al-Fighiyyah,
“Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: FT al-Qawaid al-Fighiyyah,
5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.

BMuslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawdid al-Fighiyyah,
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Artinya:

Perkara-perkara fikih yang bersifat general yang bagian-bagian dari setiap
perkara di dalamnya menggambarkan permasalahan-permasalahn fikih
yang general.

3. Al-Dararat Tubthu al-Mahziirat; al-Dariirah,

Secara bahasa berasal dari kata (é»\j}jf'aﬂ) yang merupakan jamak dari kata

(5;3,%), yang memiliki makna:

B o B Gis a4 e IO G s ) A
18 » }45\

Artinya:

Kondisi yang mengantarkan seseorang pada batasan tertentu yang jika dia
tidak._memperhatikannya, dia akan ‘binasa atau- takut-akan hilangnya
kebutuhan yang sangat mendesak.

Tubihu,

Secara bahasa berasal dari kata ( w) yang bermakna:

(/J‘J ,ZL}/) j/;%‘

Artinya:

Dispensasi dalam mengerjakan sesuatu yang dilarang.
al-Mahzarat,
Secara bahasa merupakan jamak dari kata (j}jéé) yang bermakna ( ,’@’MJ\
s (jé\ L;\) artinya: yang dilarang dalam syariat.
al-Darirat Tubthu al-Mahzirat,

el Gl ) oglad S5 5 2l o o ds ) Og) O

h. 17.

h.192

h.192

h. 254.

Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: FT al-Qawdid al-Fighiyyah,
BMuslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawaid al-Fighiyyah,
¥Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawaid al-Fighiyyah,

2Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: FT al-Qawaid al-Fighiyyah,



Artinya:

Jika telah sampai pada titik kebinasaan bahkan kematian atau
mendekatinya jika tidak ada cara untuk menghilangkannya kecuali dengan
mengerjakan yang haram menurut syariat Islam, maka diperbolehkan
melakukannya.

4, Pencampuran
Proses atau cara mencampurkan.? Dalam hal ini, menggabungkan dua atau
lebih jenazah yang berbeda agama dalam satu liang kubur.
5. Kuburan
Tanah tempat menguburkan mayat; makam.??
6. Muslim
Penganut agama Islam.??
7. Nonmuslim
Non, tidak; bukan; tanpa;2* nonmuslim, bukan penganut agama Islam.
8. Liang Lahad
Liang, lubang kecil; lahad, lekuk atau relung di lubang kubur tempat
meletakkan-mayat.?
9. Kondisi
Keadaan. ® Yaitu keadaan ketika sedang berada dalam situasi yang
mendesak atau darurat.
10. Darurat
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.
271.
22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.
748.
ZDepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.
944,
%Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.
967.
ZDepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.
823.

722.

ZDepartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.



Keadaan sukar (sulit) yang tak tersangka-sangka bahaya, kelaparan, dsb)
yang memerlukan penanggulangan segera.?’ Darurat yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah kondisi mendesak yang dapat memenuhi syarat
penerapan kaidah fikih al-Darirat Tubthu al-Mahzarat pada pencampuran
kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian
Dari hasil pencarian, peneliti menemukan beberapa buku yang berkaitan
dengan pembahasan peneliti, khususnya dalam pembahasan kitab fikih jenazah
dan kitab al-Qawaid al-Fighiyyah. Sehingga peneliti akan banyak mengambil
referensi. dari-Kitab-kitab tersebut. Dan diantara kitab-kitab tersebut adalah sebagai
berikut:

a. Al-Mumti’: Fi al-Qawaid al-Fighiyyah, karya dari Dr. Muslim bin Muhammad
bin Majid al-Dausari. Kitab int membahas tentang kaidah-kaidah fikih secara
ringkas, padat dan memiliki makna yang jelas, disertai dengan dalil-dalil dan
contoh-contoh disetiap pembahasannya. Menjelaskan tentang kaidah-kaidah
pokok yang lima atau yang lebih dikenal dengan al-Qawaid al-Khams al-
Kubra beserta dengan kaidah-kaidah cabang atau turunan dari kaidah-kaidah
pokok yang lima. Termasuk di dalam kitab ini membahas tentang kaidah
cabang al-Dararat Tubthu al-Mahziarat yang mana dalam buku ini, kaidah
tersebut merupakan cabang dari kaidah pokok al-Masyaqqoh tajlibu al-Taisir,
sehingga akan lebih  khusus dibahas dalam skripsi ini, dengan
mengimplementasikannya ke dalam kasus penggabungan beberapa jenazah

muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena kondisi darurat.

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h.
296.
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b. Al-Wajiz Fi Idahi Qawaid al-Fighi al-Kulliyyah, karya Syekh Dr. Muhammad
Sidgi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnd. Kitab ini diawali dengan
mukadimah beliau yang cukup panjang. Dalam kitab ini secara khusus
membahas tentang penjelasan kaidah-kaidah fikih pokok atau yang lebih
dikenal dengan sebutan al-Qawaid al-Khams al-Kubra yang disertai dengan
dalil-dalil, makna, dan juga contoh dari setiap kaidah yang terdapat dalam kitab
secara jelas dan terperinci. Dalam kitab ini terkhusus pada kaidah cabang yang
ketiga dari kaidah pokok-yang ketiga yaitu al-Darirat Tubihu al-Mahziarat
akan lebih khusus dibahas oleh peneliti karena berkaitan.dengan implementasi
kaidah tersebut dengan permasalahan yang terjadi ~saat digabungkannya
beberapa jenazah muslim dan nonmuslim dalam satuliang lahad karena
kondisi darurat .

c. Fighu al-Sunnah, karya Sayyid Sabig. Kitab ini merupakan kitab yang
membahas tentang masalah-masalah fikih, seperti masalah bersuci, salat, zakat,
puasa, jenazah dan masih banyak lagi. Buku ini juga dalam pembahasannya
disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan al-Sunnah serta
kesepakatan para ulama. Dalam pembahasannya sangat jauh dari kata
fanatisme terhadap mazhab tertentu, sehingga dapat diambil manfaatnya oleh
seluruh kalangan. Kitab ini datang dengan bahasa yang sederhana dan mudah
difahami. Adapun yang berkaitan dengan skripsi ini adalah pembahasan
tentang jenazah, yang terdapat pada bab memakamkan jenazah. Pada bab
tersebut membahas tentang masalah memakamkan jenazah dalam satu liang
kubur. Sehingga pembahasan tersebut bisa peneliti kaitkan dengan fokus kajian
pada skripsi ini, mengenai penggabungan dua jenazah muslim dan nonmuslim

dalam satu kuburan saat keadaan darurat.
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d. Al-Fighu ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, karya Syekh Abdu Al-Rahman Al-
Jaziri. Buku ini adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab ahlu al-
Sunnah wa al-Jama’ah yaitu, Hanafi, Al-Syaf’i, Maliki, dan Hambali. Buku ini
menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan
pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan
penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh penulis adalah untuk
memudahkan belajar fikih. Buku ini menjelaskan fikih dari empat mazhab,
sehingga diketahui perbedaan masing-masing mazhab beserta argumentasinya,
dengan harapan.agar dapat saling memahami dan‘menghargai perbedaan. Salah
satu pembahasan yang terdapat dalam kitab ini adalah pembahasan tentang
fikih jenazah, yang berkaitan dengan fokus kajian yang-ingin peneliti kaji
dalam skripsi ini.

e. Ahkam al-Janaiz, karya Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Buku ini
berisi tentang gambaran dan pentunjuk kepada pembacanya tentang bagaimana
syariat Islam mengatur tata cara mengurus jenazah berdasarkan dalil-dalil yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Dalam buku ini terkhusus dalam
pembahasan pemakaman jenazah, akan lebih khusus dibahas oleh peneliti
karena berkaitan dengan penelitian yang peneliti ingin kaji dalam skripsi ini.

2. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan
dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian
ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti
menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda

dengan penelitian terdahulu. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti

mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:
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a. Hasil Penelitian Sawlina Rizki Rambe, (2018).

Sawlina Rizki Rambe pada tahun 2018 memaparkan dalam sebuah skripsi
yang berjudul, “Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim Dan Nonmuslim
Menurut Mazhab Syafi’i”, (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar Riau). Dalam penelitian tersebut, ia lebih banyak membahas
tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyatuan pemakaman antara
muslim dan nonmuslim di desa kota Garo dengan sudut pandang hukum menurut
mazhab al-Syafi’i dan bukan.membahas tentang .penggabungan jenazah dalam
satu liang lahad.?®

Berbeda dengan penelitian ini, yang pembahasannya berfokus pada
penggabungan jenazah dalam satu liang lahad antara muslim-dan nonmuslim,
serta tidak hanya membahas hukum menurut mazhab al-Syafi’i saja, namun juga
mengambil pendapat dari beberapa ulama lain di luar mazhab- al-Syafi’i. Serta
tidak hanya berfokus terhadap satu-masalah yang terjadi pada satu tempat, akan
tetapi mencakup masalah secara umum yang masuk dalam kategori darurat
tentang hukum menggabungkan jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang
lahad implementasi kaidah fikih al-Dararat tubihu al-Mahzirat.

b. Hasil penelitian Efrial Susanto, (2019).

Efrial Susanto pada tahun 2019 menjelaskan dalam sebuah tesis yang
berjudul “Wacana Penguburan Secara Berdiri Prespektif Hukum Islam”. Dalam
penelitian tersebut berisi penjelasan terkait penyelenggaraan jenazah terkhusus
tentang posisi peletakan jenazah dalam kubur secara berdiri, dengan beberapa
alasan di antaranya keterbatasan lahan pemakaman karena tingginya angka

kematian di kota-kota besar. Dalam penelitian ini juga membahas kaidah fikih

ZSawlina Rizki Rambe, “Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim Dan Nonmuslim
Menurut Mazhab Syafi’i” (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar Riau), Skripsi, h. 16.
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terkait kondisi darurat salah satunya kaidah fikih al-Darirat tubihu al-
Mahzarat.?®

Berbeda dengan penelitian ini yang fokus kajiannya kepada implementasi
kaidah fikih al-Darirat tubthu al-Mahzirat dan bukan membahas kaidah fikih
terkait masalah darurat secara umum dan juga pembahasan dalam penelitian ini
terkait penggabungan beberapa jenazah dalam satu liang lahad yang berbeda
dengan  fokus kajian pada penelitian tersebut di atas yang secara khusus
membahas tentang posisi peletakan jenazah dalam kubur secara berdiri.
¢. Hasil Penelitian. Husnul-Khatimah dan Syarifuddin, (2014).

Husnul ‘Khatimah dan Syarifuddin pada tahun 2014 _membahas dalam
sebuah jurnal yang berjudul “Darurat dan Realisasinya” yang mana dalam
penelitian. tersebut membahas secara rinci tentang kondisi daurat, realisasinya
beserta-contoh-contohnya berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadis juga pendapat
para ulama. Dalam penelitian ini-juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih
secara umum_yang berkaitan dengan kondisi darurat serta aplikasinya dalam
kehidupan.®

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas kondisi darurat secara
khusus dalam penerapannya terhadap penggabungan beberapa jenazah muslim
dan nonmuslim dalam satu liang lahad berdasarkan kaidah fikih al-Darirat tubthu
al-Mahzirat.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian

pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian atau disebut dengan istilah

29Efrial Susanto, “Wacana Penguburan Secara Berdiri Prespektif Hukum Islam”, Tesis, h.
58.

%0Husnul Khatimah dan Syarifuddin, “Darurat dan Realisasinya”, Jurnal Lisan al-Hal 8,
no. 2 (2014): h. 236.
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bahasa Inggris research yang berarti mencari kembali.®! Metodologi mempunyai
peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan
menggunakan teknik serta alat-alat untuk mendapatkan suatu kebenaran yang
objektif dan terarah.

Diantara Metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. (Library Research), yaitu
mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian.sejenis sebelumnya yang
pernah dilakukan-oleh orang lain.%* Hal ini bertujuan untuk menggambarkan
hukum terkait pencampuran kuburan yang berbeda agama dalam-satu liang lahad
ketika sedang dalam kondisi darurat implementasi kaidah fikih al-Dararat tubihu
al-Mahzirat,

2. Pendekatan Penelitian Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach)

sebagai berikut:

a. Metode  yang digunakan peneliti ~dalam mengadakan penelitian guna
mengumpulkan - data analisis adalah “Yuridis Normatif, pendekatan ini
diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut
yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-

Qur’an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.®®

$1Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers , 2009), h.
27.

32Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
limu, 2006), h. 26.

%Cik Hasan Bikri, Model Penelitian Kitab Fikih, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-
325.
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b. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), merupakan pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian,
konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun
suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.3*

Melalui pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi
hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian
ini.

3. Teknik pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengelola data dalam penulisan ini, peneliti

menggunakan metode kepustakaan atau library research, yaitu pengumpulan data
melalui. hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti. Dengan metode tersebut, peneliti mengumpulkan data-data
yang bersinggungan dengan bahasan dalam pembahasan tulisan ini yang diambil
dari berbagai sumber tulisan yang dianggap pantas untuk dijadikan referensi, baik
data-data sumber tersebut diambil dari buku ataupun dari bentuk tulisan lain,
seperti skripsi, tesis, jurnal, atau yang lainnya. Metode ini digunakan untuk
mengumpulkan data pembahasan dan pemaparan tentang hukum menggabungkan
beberapa jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad berdasarkan
kaidah fikih al-Darirat Tubithu al-Mahzirat yang kemudian diteliti lebih dalam
dengan metode analisis data.*

Dalam penelitian ini, peneliti memetakan sumber referensi menjadi dua

bagian, yaitu sebagai berikut:

34peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), h. 135-136.

%Suarsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 231.
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a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci
Al-Qur’an dan hadis, beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama. Di
antara sumber data primer adalah kitab-kitab mengenai kaidah-kaidah fikih
seperti kitab Al-Mumti’: Fi al-Qawaid al-Fighiyyah, karya dari Dr. Muslim bin
Muhammad bin Majid al-Dausari dan kitab Al-Wajiz Ft Idahi Qawdaid al-Fighi
al-Kulliyyah, karya Syekh Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad
al-Barnt. Begitu juga Kitab-kitab terkait ilmu fikih seperti kitab Fighu al-
Sunnah, karya Sayyid Sabiq.dan kitab Al-Fighu.‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah,
karya Syekh ‘Abdu Al-Rahman Al-Jaziri yang menjadi kitab-kitab rujukan
pokok peneliti, karena didalamnya banyak pembahasan terkait dengan
pencampuran-kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu-liang lahad karena
kondisi darurat berdasarkan kaidah fikih al-Daritrat Tubihu al-Mahzirat.

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
sumber data primer, seperti buku-buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, artikel di
internet atau literatur lainnya yang berkaitan dengan kaidah fikih al-Dararat
Tubthu al-Mahzarat dan hukum mencampur kuburan muslim dan nonmuslim
dalam satu liang lahad karena kondisi darurat, serta membaca tulisan-tulisan
yang berkaitan dengan tema penulisan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur selanjutnya akan
diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisa
yang mengolah data pengetahuan yang bersifat umum untuk kemudian dihasilkan
kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
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Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan

dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui konsep kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-Mahzirat
terhadap kondisi darurat.

b. Untuk mengetahui pandangan ulama mazhab tentang pencampuran kuburan
muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad.

c. Untuk mengetahui hukum tentang implementasi kaidah fikih al-Darirat
Tubthu al-Mahzarat pada-pencampuran kuburan-muslim dan nonmuslim dalam
satu liang lahad karena kondisi darurat.

2. Kegunaan PenelitiaanTeoretis

Adapun kegunaan yang akan dicapai pada“penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Kegunaan teoretis

1) Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan
ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih-jenazah, dan
memberikan konstribusi bagi para intelektual dalam hal peningkatan
khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya.

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam
penelitian - selanjutnya; mengenai pembahasan tentang hukum
pencampuran kuburan -muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad,
terkhusus saat berada dalam kondisi darurat.

b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi
kepada masyarakat terkhusus bagi umat muslim ketika menguburkan

jenazah yang status agamanya berbeda saat dalam kondisi darurat.



2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap batasan-
batasan yang telah ditetapkan Islam dalam proses penguburan jenazah,

dan terkhusus saat dalam situasi atau kondisi  darurat.
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KONSEP KAIDAH FIKIH AL-DARURAT TUBIHU AL-MAHZURAT

A. Al-Qawaid Al-Fighiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)

Sebelum membahas lebih jauh tentang kaidah fikih al-Dararat Tubthu al-
Mahzirat, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang definisi dan urgensi
dari al-Qawaid al-Fighiyyah. Karena kaidah fikih al-Dartirat Tubthu al-Mahzirat
merupakan turunan atau bagian dari al-Qawaid al-Fighiyyah dan merupakan
kaidah cabang dari salah satu di antara lima kaidah pokok yang dikenal dengan
istilah al-Qawaid al-Khams al-Kubra. Sehingga memudahkan untuk memahami
lebih lanjut tentang kaidah fikih al-Darurat Tubihu al-Mahzurat:

1. Definisi Al-Qawaid Al-Fighiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)

Al-Oawaid al-Fighiyyah terdiri dari dua kata, yaitu al-Qawaid dan al-
Fighiyyah. Al-Qawaid merupakan bentuk jamak dari kata al-Qa’idah, yang secara
bahasa atau ‘etimologi -memiliki arti al-4sas, dasar, atau pondasi!, juga bisa
bermakna al-Qaniin yang artinya peraturan dan kaidah dasar, al-Mabda’ yang
artinya prinsip, dan al-Nasaq yang artinya metode atau cara.?

Ada juga yang mengartikan al-Qd 'idah sebagai dasar-dasar sesuatu.® Dan
juga Al-Qa’idah secara bahasa bisa bermakna al-Dabir yang artinya adalah

perkara general yang dapat berlaku terhadap perkara yang spesifik. 4

Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawdid al-Fighiyyah
(Cet. I; Riyad: Dar al-Zidni, 1428 H/2007 M), h. 10.

2Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Melayu Al-Munawwir, (Yogyakarta, Pesantren
Al-Munawwir, 1984 M), h. 1224.

3Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi Gharib Al-Qur’an, (Mesir: Mustafa al-Halabi,
1961 M), h. 409.

“Muhammad SidqT bin Ahmad bin Muhammad al-Biirnil, al-Wajiz Fi Idahi Qawaid al-
Fighi al-Kulliyyah (Cet V; Beirut: al-Resalah, 1422 H/2002 M), h. 14.
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Secara istilah atau terminologi al-Qa idah memiliki perbedaan dikalangan
fugaha. Hal itu disebabkan perbedaan dalam pemahaman tentang, apakah makna
al-Qa’idah ini mencakup persoalan kulliyyah (keseluruhan), atau al-Qa’idah
mencakup persoalan aglabiyah (mayoritas).®

Sehingga bagi mereka yang memahami al-Qa’idah mencakup masalah
kulliyyah (keseluruhan), definisi mereka terhadap kata al-Qa’idah secara istilah
adalah hukum atau perkara general atau ketetapan general yang difahami darinya
bagian-bagian hukum yang-berada di bawah" topiknya dan ditetapkan atasnya.
Sedangkan mereka yang-memahami al-QOa’idah _mencakup masalah aglabiyah
(mayoritas), 'maka akan mendefinisikan kata al-QOa’idah secara terminologi
sebagai hukum-hukum yang kebanyakan terjadi, bukan keseluruhan, dalam artian
kaidah berlaku atas kebanyakan bagian-bagian hukum sehingga bisa dikenali
hukumnya melalui kaidah.®

Sedangkan al-Fighiyyah berasal dari kata al-Fighu, secara bahasa atau
etimologi- hermakna al-Fahmu dan al-’Ilmu yang artinya ‘pengetahuan dan
pemahaman.’

Adapun secara istilah al-Fighu memiliki makna sebagai berikut:

St ol 5 Lo s st 1KY L

Artinya:
lImu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah atau terapan yang
diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

®Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Biirnd, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 14.

®Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Biirnd, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 15-16.

"Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawaid al-Fighiyyah
(Cet. I; Riyad: Dar al-Zidni, 1428 H/2007 M), h. 13.

8Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawaid al-Fighiyyah, h.
13.



21

Adapun makna al-Qawaid al-Fighiyyah secara istilah atau terminologi
memiliki beberapa definisi, dua di antaranya merupakan pendapat yang paling
terkenal:

M asl 28a T g ey BT gl 3 2en 2SS
Artinya:

Hukum syarak tentang peristiwa yang bersifat mayoritas, yang darinya dapat
dikenali hukum berbagai peristiwa yang masuk ke dalam ruang lingkupnya.

10Lé.9° g,&l b\...a.a.“ d o).Lx,w u\);\ o d HAPS cwufu r&.s-\ 5 6)55@_33 Z},@\
Artinya:
Dasar fikih yang bersifat universal, mengandung hukum-hukum syara’ yang

bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk ke
dalam ruang-lingkupnya.

Dari_penjelasan definisi-definisi al-Qawaid al-Fighiyyah di atas, maka
ulama terbagi dua dalam mendefinisikan al-Qawaid al-Fighiyyah. Terjadinya
perbedaan tersebut disebabkan -cara pandang mereka yang berbeda dalam
penggunaanya, apakah bersifat kulliyyah (universal) ataukah-bersifat ‘aglabiyah
(mayoritas).-Bagi ulama yang ‘memandang bahwa Qawa id Fighiyyah bersifat
aghlabi, mereka beralasan bahwa realitanya memang seluruh ‘Qawaid Fighiyyah
memiliki _pengecualian, sehingga penyebutan kulli terhadap Qawaid Fighiyyah
menjadi kurang tepat.** Sedang bagi ulama yang memandang Qawaid Fighiyyah
sebagai bersifat kulli, mereka beralasan pada kenyataan bahwa pengecualian yang
terdapat pada Qawaid Fighiyyah tidaklah banyak. Di samping itu, mereka juga
beralasan bahwa pengecualian (al-istitsna ’) tidak memiliki hukum, sehingga tidak

mengurangi sifat kulli pada Qawaid Fighiyyah.*?

®Muhammad Abi Zahrah, Ushul Figh, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi. 1990 M), h. 6.

0 Ali  Ahmad Al-Nadwi, al-Qawa’id al-Fighiyyat: Mafhumuha, Nasy atuha,
Tathawwuruha, Dirasatu Ma’allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbigatuha, (Damaskus:
Dar al-Qalam. 1994 M), h. 45.

“Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Biirnd, al-Wajiz Fi Idahi Qawaid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 16,

2Muhammad Sidqt bin Ahmad bin Muhammad al-Biirndi, al-Wajiz Fi Idahi Qawaid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 16-17.
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2. Urgensi Al-Qawaid Al -Fighiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)

Sebuah kaidah fikih dapat diaplikasikan pada berbagai persoalan fikih
yang tercakup dalam ruang lingkupnya, sehingga membantu para penuntut ilmu
untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa harus menghafal esensi seluruh
permasalahan. Banyak ragam persepsi yang dikemukakan oleh para ulama dalam
memaparkan urgensi kaidah fikih dalam ranah fikih Islam, di antaranya Mustafa
Ahmad al-Zarga berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih menggambarkan
secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih.yang bersifat  umum, membuka
cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah-kaidah fikih mengikat
berbagai hukum. cabang yang bersifat praktis dengan berbagai dawabit, yang
menjelaskan - bahwa  setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu manat
(‘illat/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun objek dan temanya berbeda-
beda. Serta kaidah fikih memiliki peran sentral dalam memberikan kemudahan
interpretasi. terhadap wacana fikih—Islam, dimana cabang-cabang fikih yang
beragam -bisa- diformulasikan dalam satu kaidah. Tanpa eksistensi kaidah ini,
maka akan berdampak pada biasnya berbagai persoalan dan membuka celah
terjadinya banyak kontradiksi hukum tanpa patokan prinsip yang jelas sebagai
pedoman berpikir.*®

Begitu juga al-Suyuti yang menjelaskan bahwa ilmu al-Asybah wa al-
Naza’ir adalah ilmu yang agung, dapat menyingkap hakikat, dasar-dasar dan
rahasia fikih, mempertajam analisa fikih serta mampu membekali seseorang untuk
mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang tak terhingga banyaknya

sepanjang masa dengan cara al-1lhaq dan al-Takhrij.**

13Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fighi al-’Am, Juz 2 (Cet. 2; Damaskus: Dar al-
Qalam, 2004), h. 943.

1412z al-Din ibn Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam, (Jilid I, Mesir: Dar al-Maarif), h. 5-7.
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Al-Zarkhasyi berpendapat bahwa mengikat perkara yang bertebaran lagi
banyak (fikih), dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (kaidah-kaidah fikih)
adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara.®

Al-Qarafi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah-kaidah
fikih ada tiga: Pertama, kaidah-kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa
dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang fagih sangat terkait
erat dengan penguasaan kaidah-kaidah fikih. Kedua, dapat menjadi landasan
berfatwa. Ketiga, menjadikan.ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah
seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak.®

Al-Tahir; al-Nadawt; dan al-Sabiini menyatakan bahwa mengkaji ilmu ini
sangat membantu memahami magqasid syar iyvah; karena kaidah fikih merupakan
kesimpulan_dari hasil analisis yang mendalam terhadap ragam kasus yang lebih
rinci.t’

Al-Zarqa juga menambahkan hal ini dapat meningkatkan kompetensi ilmu
fikih bagi penuntut ilmu dan memiliki kapasitas ilmiah dalam istzinbat. al-ahkam
terhadap beragam persoalan kontemporer yang secara spesifik tidak dibahas
dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga penguasaan terhadap kaidah fikih akan
menjadi jembatan dalam memahami berbagai macam persoalan furi’ atau cabang-
cabang fikih. Presensi kaidah fikih-memiliki peran sentral dalam merumuskan
sebuah hukum klasik ataupun kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya

dengan metode sederhana. Oleh karena itu, relevansi kaidah fikih dalam

15 Ali  Ahmad Al-Nadwi, al-Qawa’id al-Fighiyyat: Mafhumuha, Nasy atuha,
Tathawwuruha, Dirasatu Ma’allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbigatuha, hal. 326.

8Abu Zahrah, Ushul Figh, hal. 3.

"Muhammad bin ‘Asyiir al-Tahir, Magasidu al-Syari’ah al-Islamiyyah. (Cet. 2; Yordania:
Da al-Nafais, 2001) h.78.; al-Nadawi, ‘Ali Ahmad. al-Qowa’id al-Fighiyah. (Cet. 4; Jeddah: Dar
al-Basyir., al-Sabuni, ‘Abdurrahman. Al-Madkhal li Dirdsati al-Tasyri’ al-Islami. Juz 1 (Cet. 1:
Jami’atu Halbi, 1997), h. 269.
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menyelesaikan problem di segala sendi kehidupan dan sekaligus dalam legislasi
hukum Islam dinilai sudah sangat tepat pengaplikasiannya.®

Senada dengan pernyataan di atas, al-Zinjan juga menyatakan bahwa
kaidah fikih memiliki fungsi dalam mengorelasikan persoalan-persoalan yang
beragam sehingga berada pada satu muara hukum atau kaidah, yang mana
menunjukkan bahwa syariat Islam datang untuk merealisasikan maslahat yang
besar.*

Muhammad Sidqt bin-Ahmad bin Muhammad. al-Birnu juga berpendapat
terkait urgensi kaidah fikih ini bahwa, penguasaan kaidah fikih akan sangat
membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan
belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang mudah.?

Dari pemaparan para ulama terkait urgensi kaidah fikih di atas, maka dapat
ditarik -Kesimpulan bahwa kaidah fikih merupakan cabang ilmu_yang sangat
penting. untuk dipelajari, karena memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi
mereka yang mempelajarinya. Sehingga kaidah fikih ini-masih sangat penting
untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di
tengah-tengah umat Islam, terlebih lagi dalam kaitannya terhadap penyelesaian
masalah-masalah kontemporer yang sering kali muncul di zaman sekarang ini.

B. Definisi Kaidah Al-Darirat Tubthu Al-Mahzirat

Secara bahasa kaidah ini terdiri dari tiga kata, yaitu al-Dararat, tubthu,
dan al-Mahzirat. Kata yang pertama yaitu al-Darirar merupakan bentuk jamak

dari kata dariirah yang secara bahasa memiliki arti kebutuhan yang sangat

BMustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fighi al-’4m, h. 943.

Muhammad bin Ahmad Syihabuddin al-Zinjani, Takhrij al-Furii’ ‘ald al-Usil. (Cet. 3;
Beiriit: Muassasah al-Risalah, 1978 M), h. 34.

20Muhammad SidgT bin Ahmad bin Muhammad al-Biirndi, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 24.
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mendesak.?! Sedangkan kata darirah secara etimologi, para ulama memberikan
beberapa pengertian beragam, namun pada hakikatnya masing-masing memiliki
kedekatan arti.??

Menurut Muhammad Sidqi bin. Ahmad bin Muhammad al-Biirnd, dalam
kitabnya al-Wajiz Fi Idahi Qawaid al-Fighi al-Kulliyyah, dariirah adalah kondisi
yang mengantarkan seseorang pada batasan tertentu yang jika dia tidak
memperhatikannya, dia akan binasa atau takut akan hilangnya kebutuhan yang
sangat mendesak.?

Menurut Syekh Abu Bakr al-Jassas darurah adalah kekhawatiran akan
hilangnya nyawa atau tidak berfungsinya sebagian anggota badan ketika tidak
mengkonsumsi apa yang dibutuhkan.?* Hal senada juga diutarakan oleh Imam al-
Bazdawi.?

Imam-Zarkhasyi dan Imam Suyuti mendefinisikan darurah dengan suatu
kondisi.emergency yang andai kata tidak-menerjang suatu keharaman maka akan
menimbulkan kematian.?®

Sedangkan menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli, darirah adalah suatu
kebutuhan mendesak, sehingga jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka

dikhawatirkan akan menimbulkan kematian, rusaknya organ tubuh, tercemarnya

ZMuhammad Sidgt bin Ahmad bin Muhammad al-Biirni, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 235.

2\Wahbah al-Zuhayli, Nazariyat al-Darurah al-Syar ‘iyyah, Juz 3 (Beirut: Mu‘assasah al-
Risalah, 1982 M), h. 66.

ZMuslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawdid al-Fighiyyah,
h. 192.

% Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993),
h. 150.

BHafiz al-Din ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Nasifi, Kashf al-Asrar, Juz 4 (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Tlmiyyah), h. 1518.

2Al-Zarkhasyi, Al-Manthur fi Tartib al-Qawd ‘id al-Fighiyyah (Damaskus: Maktabah al-
Zahiriyah), h. 8543.
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harga diri, atau hilangnya harta benda, dan pada saat itulah seseorang

diperbolehkan atau bahkan wajib untuk menerjang keharaman.?’

Lebih rinci dijelaskan oleh Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman dalam

kitabnya terkait pengertian dari kata al-dariirah menurut pandangan para ulama

dari berbagai mazhab:?

1. Dalam mazhab hanafi al-Sayyid al-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani

berpandangan bahwa al-darirah adalah merupakan kata serapan dari al-
darar yaitu seseorang terjatuh pada suatu kondisi yang tidak dapat dihindari.
Begitupun /juga al-“Allamah ‘Ali haidar -memandang bahwa al-darirah
merupakan. suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk melakukan hal

yang dilarang oleh syariat.

. Dalam mazhab maliki al-°Allamah al-faqth Muhammad bin Ahmad bin Jizz1

al-Garnatt memandang bahwa al-dariirah adalah takut- akan kematian.
Begitupun al-‘Allamah Ahmad al-Dardir beranggapan bahwa al-darirah
adalah ‘seseorang yang takut dirinya terjatuh dalam kebinasaan baik itu
diyakini secara pasti maupun kuat dugaannya terhadap hal tersebut. Beliau
juga menyebutkan bahwa al-dariirah adalah menjaga atau memelihara diri
dari pada kebinasaan. Begitu juga al-‘Allamah Muhammad ‘Ilisy beliau
memandang bahwa al-darirah adalah kondisi seseorang yang takut
kebinasaan akan menimpa dirinya baik itu diyakini secara pasti atau kuat

dugaannya terhadap hal tersebut.

. Dalam mazhab al-Syafi’t al-Hafiz Jalaluddin al-Suytti ketika

mendefinisikan kata al-darirah sebagai kondisi seseorang yang mencapai

suatu batasan di mana jika ia tidak melakukan perkara yang dilarang dalam

2"\Wahbah al-Zuhayli, Nazariyat al-Darurah al-Syar ‘iyyah, h. 67-68.
2 Abdul Wahab lbrahim Abu Sulaiman, Figh Al-Daritrah Wa Tatbigatuhu Al-Mu’asirah:

Afaq Wa Ab’ad, (No. 2; Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1414 H/1993 M), h. 48-

51.
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syariat maka ia akan binasa atau hampir binasa, maka kondisi seperti ini
membolehkannya melakukan hal yang diharamkan. Begitu pun Al-Qadi
Zakariyya al-Ansari menjelaskan bahwa al-darirah adalah sesuatu yang
menimpa seorang hamba dari perkara-perkara yang tidak dapat dihindari.
Berkata juga Syahabuddin Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi bahwa al-darirah
adalah sesuatu yang biasanya tidak dapat tertahankan. Lebih lanjut al-
‘Allamah Muhammad Abdu al-Ratf al-Munawi menjelaskan bahwa al-
darurah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan.terhadapnya telah mencapai
batasan darurat “artinya sebelumnya sifatnya’ hanya dibutuhkan saja
kemudian naik tingkatnya ke tingkat darurat, seperti-memelihara agama,
jiwa, nasab, harta dan kehormatan.

4. Dalam mazhab Hambali al-‘Allamah Muwaffiqu al-Din ibnu Qudamah
menjelaskan bahwa al-dariirah yang dibolehkan adalah kondisi yang
apabila jika seseorang meninggalkan dari apa yang dikonsumsinya maka
dikhawatirkan ia akan binasa. Begitu juga Jamaluddin Yusuf bin ‘Abdil
Hadi berpendapat bahwa al-dariirah adalah setiap seseorang yang perlu
akan sesuatu dan sudah dapat dipastikan dia berada dalam kondisi darurat
dan butuh untuk berketergantungan:

Sedangkan kata yang kedua yaitu tubihu, dalam bahasa Arab berasal dari
kata al-/bahah yang artinya sesuatu yang boleh. Sedangkan secara istilah adalah
Dispensasi dalam mengerjakan sesuatu yang dilarang.?® Dan kata yang ketiga
yaitu al-Mahzarat, dalam bahasa Arab kata tersebut merupakan jamak dari kata

mahziir yang artinya adalah larangan untuk melakukan yang haram.*

Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawdid al-Fighiyyah,
h. 192.

30Muhammad SidqT bin Ahmad bin Muhammad al-Btrnil, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 235.
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Sehingga jika ketiga kata tersebut digabung menjadi satu kalimat, sesuai
dengan kaidah fikih yaitu al-Dararat Tubthu al-Mahzirat, maka makna secara

keseluruhannya adalah:

Sl 33 b V) e eglall 15 15 sl 5 95 Bs ) O3 O

Artinya:
Jika telah sampai pada titik kebinasaan ‘bahkan kematian atau
mendekatinya jika tidak ada cara untuk menghilangkannya kecuali dengan
mengerjakan yang haram menurut syariat Islam, maka diperbolehkan
melakukannya.

Senada dengan makna di atas, kaidah fikih al-Dariirat Tubihu al-Mahzarat

secara keseluruhan juga bisa bermakna:

£
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Artinya:
Sesungguhnya sesuatu yang dilarang dalam syariat dibolehkan ketika ada
kebutuhan yang sangat mendesak.

C. Kaidah-Pokok Dari Kaidah Cabang Al-Darirat Tubthu Al-Mahzirat

Kaidah al-Darirat Tubihu al-Mahzirat dapat digolongkan-sebagai kaidah
cabang dari kaidah pokok al-Masyaqqgah tajlibu al-zaysir yang artinya kesulitan
itu mendatangkan kemudahan. Dilihat dari sisi bahwa darirah itu serupa dengan
kesulitan, yang mana dengannya sesuatu-dapat diringankan dengan membolehkan
yang haram. Dan kaidah ini pula dapat digolongkan sebagai kaidah cabang dari
kaidah pokok al-Dararu yuzal yang berarti bahaya harus dihilangkan. Dilihat dari
sisi bahwa segala situasi darurat itu merupakan hal yang membahayakan sehingga
harus dihilangkan baik dengan menolak atau menghapuskannya dan

menggolongkan kaidah ini sebagai kaidah cabang dari kaidah pokok al-

3Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawdid al-Fighiyyah,
h. 192.

$2Muhammad SidqT bin Ahmad bin Muhammad al-Btrnil, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 235.
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Masyaqqoh tajlibu al-faysir lebih tepat karena kandungan dari kaidah al-Dariirat
Tubthu al-Mahzarat ini berkaitan dengan kemudahan ketika dalam keadaan
terpaksa atau darurat dan makna kaidah tersebut lebih sesuai dengan kaidah al-
Masyaqqoh tajlibu al-zaysir dan keadaan darurat dalam kaidah ini memiliki
derajat yang lebih tinggi dari kesulitan (al-Masyagqgah).*

Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Barnt, dalam kitabnya
al-Wajiz Fi Idahi Qawaid al-Fighi al-Kulliyyah menjelaskan bahwa kaidah al-
Darirat Tubthu al-Mahzirardigolongkan oleh al-Suyiitt dan Ibnu Nujaim sebagali
kaidah cabang dari kaidah pokok al-Dararu yuzal, yang.berarti bahaya harus
dihilangkan. Akan tetapi makna kaidah al-Darirat Tubihu al-Mahziirat secara nas
terdapat dalam pembahasan kemudahan untuk keadaan darurat. Dan sebagaimana
yang diketahui bahwa kaidah al-Masyaqgoh tajlibu al-zaysir yang artinya
kesulitan_itu-mendatangkan kemudahan, berkaitan juga dengan keringanan dan
kemudahan dalam syari’at. Al-Burnt-juga berpandangan bahwa kaidah al-
Dararat Tubthu al-Mahziurat lebih tepat jika digolongkan di bawah kaidah al-
Masyaqqoh tajlibu al-taysir dan menjadi kaidah cabang atasnya. Diketahui juga
bahwa kaidah al-Dararu yuzal berkaitan dengan kezaliman atas harta atau jiwa
dan hak-hak sesama manusia. Dengan demikian di ketahui bahwa kedua kaidah
tersebut merupakan dua kaidah yang berbeda.®

D. Landasan Kaidah al-Dariirat Tubthu al-Mahziarat

Dasar atau landasan dari kaidah al-Darirat Tubihu al-Mahzirat sangat

banyak terdapat dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

33Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawdid al-Fighiyyah,
h. 191-192.

3*Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Biirnd, al-Wajiz Fi Idahi Qawdid al-
Fighi al-Kulliyyah, h. 234.

3Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawaid al-Fighiyyah,
h. 192-193.
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1. Firman Allah swt. dalam Al-Qur’an, Q.S. Al-Baqgarah/2: 173.
N ;tbij\wgcmyj Gol Gy il (g 2l & (,,<~Le¢)>u\
a5 S3he ﬁ» Sasle 36

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan
(menyebut nama) selain Allah. Tetapi ‘barangsiapa terpaksa
(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang.®

2 Firman Allah swt. dalam Al-Qur’an, Q.S. Al- Mﬁidah/s- 3.
B3hsally dnaialn w bl R 2l U sl gl Sl sas g3y
;545 CYJNL;’ PSRN A i @s U3 ;;55 w Yraze ;m Uy a5kl
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Terjemahnya:

Diharamkan bagimu-(memakan) bangkai, darah, daging babi, dan
(daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang
tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang
diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan
(diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan
pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu
perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut
kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku
sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-
Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi
barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa,
maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.®’

3. Firman Allah swt. dalam Al-Qur’an, Q.S. Al-An’am/6: 119.
&b 6 Y1 aCle e 6280 1 5 il o 2 5h G g T ST
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Terjemahnya:

%Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 26.

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 26.
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Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan)
yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah
menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu,
kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak
yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar
pengetahuan. Tuhanmu lebih  mengetahui orang-orang Yyang
melampaui batas.®®

4. Firman Allah swt. dalam Al-Qur’an, Q.S. Al-An’am/6: 145.

ESHARH o ujﬁu\ww(.;wyu;;gfjmd»wy
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Terjemahnya:

Katakanlah, Tidak kudapati di ~dalam apa yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin
memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah
yang mengalir, daging babi — karena semua itu kotor — atau hewan
yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa
terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas
darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha
Penyayang.*

5. Firman Allah swt. dalam Al-Qur’an, Q.S. Al-Nahl/16: 115.
V5§ g T b ARl el Uy 5 g i K s )

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama)
selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan
karena menginginkannya dan tidak (pula) melampam batas, maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.°

E. Penerapan Kaidah Fikih Al-Darirat Tubthu Al-Mahziirat

Sebelum membahas syarat penerapan kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-
Mahzirat, maka terlebih dahulu peneliti akan memaparkan syarat penerapan fikih

darurat, melihat hal ini berhubungan erat dengan syarat-syarat penerapan kaidah

%8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 143.
39Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 147.

“0Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 280.
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fikih al-Darirat Tubthu al-Mahzirat. Sebagaimana yang diketahui bahwa Secara
umum penerapan fikih darurat merupakan tuntunan alamiah yang sejalan dengan
fitrah manusia dan dibutuhkan di setiap zaman. Tuntutan atas penerapannya
semakin kuat setiap kali umat Islam-mengalami kondisi dan situasi sulit, seperti
keadaan terjepit, dalam kondisi bahaya, atau merasa tidak berdaya. Dalam
penerapan atau implementasi fikih darurat terdapat rambu-rambu dan aturan-
aturan yang harus diperhatikan sebelum menerapkannya dalam berbagai macam
kondisi darurat, diantaranya adalah sebagai berikut:*:

1. Dalam berbagai kasus hukum, baik yang-bersifat umum maupun Kkhusus,
dan dalam berbagai persoalan yang berpotensi membahayakan umat islam,
dibutuhkan standar ukur untuk mengidentifikasi suatu-kondisi sebagai
kondisi- darurat atau mengkategorikan suatu kebutuhan sebagai kebutuhan
yang mendesak. Standar tersebut diserahkan kepada para-ulama atau para
pakar Hukum Islam. Agar persoalan ini benar-benar ditangani oleh orang-
orang yang mumpuni secara kualitas keilmuan. Sehingga hasil
penentuannya berpijak pada kesepakatan ilmiah melalui pertimbangan
hukum fikih- yang matang. Hal ini merupakan upaya mendorong
terselenggaranya ijtihad kolektif yang lebih objektif pada satu sisi dan
menghindari dampak negatif dari ijtihad individual yang subjektif.

2. Menyerahkan penentuan kondisi darurat dan kebutuhan mendesak dalam
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum,
kepada orang-orang muslim yang ahli di bidang tersebut, seperti dokter
spesialis dan ahli ekonomi, dengan mengajak mereka bermusyawarah
dengan para ulama fikih dan ahli ushul fikih. Tidak dibenarkan tiap-tiap

pihak melakukan ijtihad perorangan tanpa melibatkan pihak lain.

“IMuhammad Abul Fatah Al- Bayanuni, Figh Al-Daruri, (Cet. 1; Kuwait: Dar Iqra’, 1431
H/2011 M), h. 158.
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3. Dalam kasus-kasus biasa dan masalah-masalah pribadi, umat Islam harus
mampu memperkirakan kadar kondisi darurat dan kebutuhan mendesaknya
setelah merujuk pada pendapat para ulama fikih atau pihak-pihak yang
menggeluti bidang yang sama. Karena bisa jadi terdapat perbedaan kadar
darurat dan kebutuhan, seiring dengan perbedaan karakter tiap individu,
waktu, dan tempat.

4. Seyogianya mengukur kadar darurat dalam batas kebutuhan minimal tanpa
memberikan kelonggaran dan penambahan atau_bersikap berlebihan. Tidak
diperbolehkan menciptakan keleluasaan yang melampaui batas kebutuhan
mendesak atau misalnya memasukkan kebutuhan tersier (Tahsiniyat) ke
dalam kebutuhan primer (dartiriyat).

Allah swt. Berfirman dalam Al-Qur’an, Q.S. Al-Bagarah/2: 173.
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Terjemahnya:
Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut
nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan
karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak
ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.*

Beberapa pihak yang menerima fatwa darurat tidak jarang melonggarkan
ruang-ruang darurat tersebut sehingga melampauil batas yang sebenarnya
dibutuhkan.

5. Seyogianya penerapan setiap fatwa darurat tidak menimbulakan efek
mudarat yang lebih besar dan mendatangkan kesulitan yang sama atau
bahkan lebih dari itu.

6. Seharusnya seorang mufti tidak mengeluarkan fatwa yang di bangun di atas

“2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (t. Cet.; Jakarta Timur: Surya
Prima Sinergi, 2016), Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 26.
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kaidah darurat untuk menghilangkan mudarat khusus yang hanya relevan
pada satu atau dua individu atau kelompok yang apabila fatwa tersebut
justru mendatangkan mudarat umum yang akan membahayakan orang
banyak walaupun mudarat khusus itu amat membahayakan.

Seharusnya seseorang menerima fatwa tentang suatu permasalahan
berdsarkan konstruksi kaidah darurat, selama -menjalankannya tidak
mengganggu dan mencederai hak-hak orang lain.

Tidak dibenarkan menggeneralisasi fatwa khusus yang berkenaan dengan
beberapa individu atau kelompok, berdasarkan asas kedaruratan, untuk
semua keadaan, waktu, tempat dan orang, karena perkara khusus tidak

menerima generalisasi.

. Tidak dibenarkan mengkiaskan fatwa untuk kondisi normal dengan fatwa

spesifik yang dikeluarkan berdasarkan asas kedaruratan. Karena
kemunculannya di luar kaidah-asal-dan kondisi normal dan-karena karakter
hukum yang tidak sama untuk kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Setiap
fatwa yang ditetapkan memiliki sebab, pertimbangan dan sudut pandangnya
masing-masing

Berhenti - mengamalkan fatwa fikih darurat ketika unsur kedaruratan dan
kebutuhan mendesaknya telah hilang atau kadar kebutuhannya telah
menyusut dan turun ke tingkat rakmiliyat atau tahsiniyat (pelengkap atau
tersier).

Seharusnya seorang muslim tetap berharap untuk dapat melepaskan diri dari
tindakan-tindakan terlarang yang dilakukan karena alasan darurat. Harapan
tersebut harus dibarengi dengan usaha mencari alternatif yang tepat (halal)
dan berupaya melepaskan diri dari keadaan-keadaan darurat yang

memaksanya melakukan tindakan yang dilarang sambil berkonsultasi
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dengan orang yang lebih mengerti.

Seharusnya seorang mufti yang mengeluarkan fatwa dalam keadaan darurat
untuk seseorang atau suatu lembaga, harus memperhatikan rambu-rambu
dan aturan di atas, serta menjelaskan watak dan karakter sebuah fatwa
kepada pihak yang datang meminta fatwa kepadanya bahwa fatwa
sebenarnya menyelisihi hukum asal yang pada mulanya dilarang. Di
samping itu, sepatutnya ia mengingatkan rambu-rambu yang harus diikuti
selama menerima ‘dan-menjalankan suatu ‘fatwa agar yang bersangkutan
tidak berdosa karena melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Seyogianya ' orang yang menerima dan menjalankan fatwa darurat,
menerangkan kepada orang yang bingung atas tindakannya yang di luar
kelaziman, bahwa fatwa darurat yang dijalankannya bersifat khusus dan
kondistonal yang telah di keluarkan oleh seorang mufti. ‘Hal itu perlu
diutrakan agar orang lain tidak meniru tindakannya, ‘apalagi jika yang
menerima dan menjalankan fatwa darurat merupakan orang yang menjadi
panutan bagi orang lain.

Seyogianya para mufti yang mengeluarkan fatwa berdasarkan kaidah
darurat, bersedia berdialog dan berdiskusi dengan para ulama lain atau para
pakar hukum -Islam liannya mengenai fatwa tersebut, dalam rangka
memperbaiki dan mengoreksi fatwa bila ditemukan kesalahan di dalamnya,
dan mempertajam segmentasi atau dampak positif dari fatwa tersebut
terhadap kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Karena
menerapkan fikih evaluatif (figh al-Muraja’ar) tidak kalah penting dengan
menerapkan fikih darurat.

Tidak dibenarkan menolak dan mengingkari para mufti yang mengeluarkan

fatwanya berdasarkan fikih darurat selama fatwa yang dihasilkan
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berdasarkan keilmuan yang mumpuni. Karena persoalan seperti ini
merupakan ranah ijtihad yang proses dan hasilnya berbeda-beda.

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa kondisi
darurat secara umum memiliki Kkriteria dan persyaratan agar bisa menjadi alasan
diterapkannya fikih darurat. Dalam artian untuk menetapkan suatu keadaan atau
kondisi itu sebagai hal yang mendesak atau darurat sehingga harus menerapkan
fikih darurat, seharusnya sesuai dengan persyaratan yang telah peneliti sebutkan di
atas.

Begitu juga dengan penerapan kaidah fikih al-Dararat Tubihu al-
Mahziarat yang juga merupakan bagian dari pembahasan fikih darurat, namun
kaidah ini memiliki pembahasan yang bersifat khusus dan berbeda dengan
pembahasan fikih darurat yang bersifat lebih umum, sehingga kaidah ini memiliki
kriteria-atau-persyaratan yang lebih khusus atau mengkerucut dari syarat dan
kriteria fikih darurat. Tidak semua permasalahan bisa dikaitkan.dengan kaidah
fikih tersebut. Karena untuk menerapkan kaidah tersebut, harus memenuhi syarat
atau kriteria tertentu sehingga kaidah fikih tersebut dapat digunakan. Dan di

antara syarat agar kaidah fikih tersebut dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang dengan
syarat bahaya tidak lebih kecil darinya. Maksud perkataan ulama di atas
adalah berada dalam keadaan darurat harus memiliki bahaya lebih besar dari
melakukan sesuatu yang diharamkan, sehingga memungkinkan
mengamalkan kaidah ini. Dan jika berada dalam keadaan darurat memiliki
bahaya yang kadarnya sama dengan mengerjakan sesuatu yang diharamkan
maka keadaan darurat pada saat itu tidak membolehkan sesuatu yang
dilarang. Contohnya orang yang diancam untuk membunuh seseorang yang

tidak bersalah dan jika tidak melakukannya maka ia akan dibunuh, dalam
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situasi seperti itu ia tidak boleh menuruti ancaman tersebut karena menolak
dibunuh dengan syarat membunuh orang lain, sebab merupakan keadaan
darurat dengan kadar bahaya yang sama. Terlebih lagi jika keadaan darurat
yang memiliki potensi untuk membahayakan lebih kecil dari mengerjakan
sesuatu yang diharamkan, maka situasi darurat pada saat itu juga tidak
membolehkan sesuatu yang dilarang. Seperti contoh, seseorang diancam
akan diambil hartanya jika ia tidak membunuh orang yang tidak bersalah.
Maka keadaan tersebut-tidak memperbolehkan ia membunuh hanya untuk
menolak agar hartanya tidak diambil.*

2. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata. Maksudnya adalah kondisi
darurat benar-benar terjadi dalam kehidupan secara nyata.-Jika tidak, maka
keberadaanya tidak kurang dari galabatu al-zan yaitu sikap yang sudah
menentukan antar dua pilihan keyakinan dan cendrung imenguatkan salah
satu” karena sudah memahami-—dan meyakini adanya . dalil yang
membenarkannya. Sebab jika hanya sekedar dugaan biasa (al-Zan) tidak
dapat menjadi sebab rukhsah atau keringanan pada hal yang diharamkan,
atau meninggalkan kewajiban, hal itu dikarenakan kondisi darurat hanya
bisa diterima jika keberadaannya jelas dan tidak cukup hanya sekedar
dugaan atau prasangka biasa (al-Zan). Maka jika terdapat kondisi darurat
yang terjadi secara langsung dan nyata maka hal tersebut dapat menjadikan
sesuatu yang haram menjadi mubah baik disertai prasangka ataupun tidak.
Namun apabila kondisi darurat tidak ditemukan secara langsung dan nyata
maka tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram terlebih

lagi jika hanya sekedar prasangka semata.*

“Muslim bin Muhammad bin Majid al-Dausari, al-Mumti’: Fi al-Qawdaid al-Fighiyyah,
h. 194.
) 4 Abdul Wahab lbrahim Abu Sulaiman, Figh Al-Dariirah Wa Tatbigatuhu Al-Mu’asirah:
Afaqg Wa Ab’ad, (No. 2; Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1414 H/1993 M), h. 64-
65.
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3. Tidak boleh menerjang atau melewati batas yang dapat mengangkat atau
menghilangkan status darurat, yang demikian apabila seseorang yang berada
dalam kondisi darurat tersebut telah sampai pada batas yang pada
hakikatnya status darurat nya telah hilang maka dia telah melewati kondisi
atau fase yang dapat membahayakan atau membinasakannya. Adapun jika
kondisi darurat itu diprediksikan akan didapati diwaktu yang akan datang
dalam artian tidak pasti, maka itu hanya sekedar prediksi dan dugaan
semata, maka tidak benar orang tersebut dalam kondisi atau situasi yang
darurat.*

Sehingga .jika syarat-syarat yang telah peneliti sebutkan di atas dapat
terpenuhi, maka kaidah fikih al-Darirat Tubthu al-Mahzirat dapat digunakan dan

diterapkan dalam kondisi darurat tersebut.

45 Abdul Wahab lbrahim Abu Sulaiman, Figh Al-Daritrah Wa Tatbigatuhu Al-Mu’asirah:
Afag Wa Ab’ad, h. 66.



BAB 111
PANDANGAN ISLAM TENTANG PENCAMPURAN KUBURAN
MUSLIM DAN NONMUSLIM DALAM SATU LIANG LAHAD KARENA
KONDISI DARURAT

A. Hukum Menggabungkan Beberapa Jenazah Dalam Satu Liang Lahad

Karena Kondisi Darurat

Sayyid Sabiq dalam. kitabnya Fighu al-Sunnah menjelaskan bahwa pada
umumnya cara - yang diterapkan oleh para -ulama. masa lampau dalam
memakamkan ‘jenazah adalah bahwasanya satu galian makam diperuntukkan
untuk satu-jenazah. Dan jika satu galian makam yang peruntukkan dua jenazah,
maka hukumnya adalah makruh kecuali jika memang terlalu sulit untuk
memakamkan masing-masing,jenazah sesuai dengan galiannya, seperti adanya
jenazah yang sangat banyak atau terbatasnya orang yang memakamkan. Dalam
kondisi: seperti ini, memakamkan jenazah lebih dari satu.dalam satu galian
hukumnya boleh.* Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad:

G lsg Bk B a0 o 815 ) st ons

AT 6 008 WIS HIRE SO [ JCEL (NN TR 1ga2): JG6 6346

Artinya:
Ketika perang Uhud usal, para sahabat dari kaum Anshar menemui Rasulullah
saw. Mereka berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kami telah terluka dan
merasa lemah, apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk mengurus
jenazah para syuhada? Rasulullah saw. bersabda, "Galilah makam, perluas dan
perdalam galiannya, lalu kuburkan dua atau tiga jenazah pada satu galian.”
Mereka bertanya, siapa yang mesti kami dahulukan di antara mereka?

Rasulullah saw. menjawab, "Dahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-
Qur’annyal."

1Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnah, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi, 1397
H/1977 M), h. 556.

2Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Juz 26 (Cet. |; Al-Risalah,
1421 H/2001 M) h. 190.
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Abdu al-Razzak meriwayatkan dengan sanad hasan bahwasanya Washilah
bin Asga' pernah mengubur jenazah laki-laki dan perempuan dalam satu galian.
Yang pertama dimasukkan ke dalam galian tersebut adalah jenazah laki-laki
kernudian disusul dengan jenazah perempuan.®

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa pada
dasarnya dalam agama Islam, hukum menguburkan beberapa jenazah dalam satu
liang lahad ini adalah haram atau tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan
darurat, sebagai berikut:
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s 8 g Be B 30 ) i [0S L G uwﬁsw

@ﬂm.“ Jj_e \M} ﬁYb Jo—\j JJ.«L N Vs g
Artinya:

Tidak boleh menguburkan dua jenazah dalam satu kuburan. kecuali dalam
keadaan darurat. Ahmad pernah ditanya tentang menguburkan dua atau
tiga-orang dalam satu kuburan. Ia menjawab, “Di Mesir-hal itu tidak
dilakukan. Sedangkan di negeri-negeri Romawi , lantaran banyaknya yang
gugur, maka dibuatkan semacam sungai. Kepala yang satu di dekat kaki
yang lain, yang di antara keduanya dibuatkan pembatas sehingga tidak
langsung bersambung.” Ini juga merupakan pendapat al-Syafi’i.

Imam al-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzdzab
menjelaskan bahwa, tidak boleh dua jenazah dimakamkan di satu tempat yang
sama, karena Nabi tidak memakamkan disetiap kubur kecuali satu jenazah. Akan
tetapi jika kondisi darurat mengharuskan demikian maka tidak mengapa.®

Sebagaimana hadis Nabi saw.:
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3Sayyid Sabiq, Fighu al-Sunnah, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kitab al-A’rabi, 1397
H/1977 M), h. 556.

4Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mugni, Juz 2 (Cet. |; Maktabah
al-Qahirah, 1388 H/1968 M-1389 H/1969 M), h. 420.

® Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’. Syarhu Al-
Muhadzdzab, Juz 5 (Dar al-Fikr), h. 283.
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Artinya:
Nabi saw. pernah mengumpulkan dua jenazah yang mati syahid di perang
Uhud dalam satu kain, kemudian beliau bertanya, “Siapakah di antara

keduanya yang memiliki hafalan Al-Qur’an lebih banyak?". Jika salah satu dari
keduanya telah ditunjuk maka ia dimasukkan ke dalam lahad terlebih dahulu.

Jika kondisi darurat mengharuskan dikumpulkannya jenazah laki-laki dan
jenazah perempuan dalam satu kuburan, maka di antara keduanya diletakkan
pembatas dari tanah, dan jenazah laki-laki diletakkan di depan jenazah perempuan
berdasarkan kondisi ketika masih hidup. Perkataan al-Syimzi bahwa Nabi saw.
tidak memakamkan di setiap kubur kecuali satu jenazah adalah shahih dan
terkenal di dalam hadis-hadis yang shahih. Namun -maksudnya adalah ketika
kondisinya lapang. Adapun perkataan imam al-Nawaw1 bahwa Nabi saw. pernah
mengumpulkan dua jenazah yang mati syahid di perang Uhud-dan seterusnya,
maka hadis tersebut telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari riwayat Jabir bin
Abdillah.”

Lebih jelas ditegaskan bahwa tidak boleh dua jenazah laki-laki atau dua
jenazah perempuan dikuburkan bersama-sama di satu lubang kuburan tanpa
kondisi darurat. Demikian juga yang ditegaskan oleh al-Sarkhasi bahwa hal itu
tidak dibolehkan. Kalimat yang diungkapkan oleh mayoritas ulama kami dalam
masalah ini adalah, tidak boleh dua jenazah dikuburkan di satu tempat. Sementara
sekelompok ulama ada yang menyatakan, dianjurkan untuk tidak mengubur dua
jenazah dalam satu tempat. Adapun jika kondisi darurat mengharuskan demikian,
seperti banyaknya jumlah orang yang terbunuh dalam peperangan atau meninggal

dunia karena suatu wabah, tanah longsor, tenggelam ataupun sebab lainnya,

6Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Bardizbah Al-
Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz 2 (Cet. I: Beirut: Dar Ttq Al-Najah, 1422 H), h. 93.

"Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’: Syarhu Al-
Muhadzdzab, Juz 5 (Dar al-Fikr), h. 284.
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sementara jika setiap jenazah dikuburkan di tempat yang berbeda sangat sulit,
maka boleh menguburkan dua jenazah, atau tiga, atau bahkan lebih dalam satu
liang kuburan, sesuai dengan tingkat kedaruratan tersebut.®

Dalam kitab al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyah dijelaskan terkait
penguburan beberapa jenazah dalam satu kuburan ketika dalam kondisi darurat
bahwa:
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Artinya:

Pada dasarnya tidak boleh menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu
kuburan, Karena Nabi saw. Menguburkan setiap jenazah dalam.satu kuburan
dan inilah yang selalu dilakukan oleh para sahabat™ dan orang-orang
setelahnya, kecuali saat dalam kondisi darurat, sebagaimana sabda Nabi saw.
Saat perang Uhud, “Kuburkanlah dua atau tiga jenazah dalam satu kuburan.”
Fugaha berbeda pendapat tentang menguburkan beberapa jenazah dalam satu
kuburan diluar kondisi darurat. Maka menurut mazhab hanafiyah, malikiyah
dan sebagian dari mazhab syafi’iyyah hukumnya makruh dan menurut
mazhab hanabila dan sebagian dari mazhab syafi’iyyah hukumnya adalah
haram.

Pendapat yang lebih rinci dijelaskan dalam kitab al-Fighu ‘Ala al-
Madzahib al-Arba’ah yang ditulis oleh Syekh Abdu Al-Rahman Al-JazirT bahwa,
mengubur banyak jenazah dalam satu kuburan itu terdapat perincian didalamnya
oleh empat Imam mazhab sebagai berikut™®:

1. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa makruh hukumnya menguburkan

8 Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’. Syarhu Al-
Muhadzdzab, h. 284.

9 Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, Al-Mausii’ah Al-Fighiyyah Al-
Kuwaitiyah, Juz 32 (Cet. I; Mesir: Dar Al-sofwah, 1404 H-1427 H) h. 248.

Y Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, al-Fighu ‘Ala Al-Madzahib Al-Arbaah, Juz 1 (Cet II;
Beirut: Dar al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 489.
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beberapa jenazah dalam satu kuburan kecuali ketika diperlukan, maka
diperbolehkan ketika diperlukan menguburkan beberapa jenazah dalam
satu kuburan.

2. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa diperbolehkan menguburkan
beberapa jenazah dalam satu kuburan ketika dalam kondisi darurat,
seperti sempitnya lahan pemakaman, dan juga menguburkan dalam satu
waktu yang sama, seperti menggali kembali jenazah yang telah
dikuburkan untuk menguburkan jenazah yang lain, adapun dalam kondisi
yang tidak mendesak atau tidak darurat maka -haram jika menggali
kembali. kubur untuk menguburkan mayat-yang lain, dan makruh
menguburkan beberapa jenazah dalam satu kuburan.

3. Mazhab Syafi’iyyah dan Hanabilah ‘berpandangan bahwa haram
hukumnya mengubur beberapa jenazah dalam satu-kuburan kecuali
dalam kondisi mendesak-atau dalam kondisi darurat, seperti banyaknya
orang yang meninggal dan dikhawatirkan kondisi atau keadaan jenazah
berubah atau jika adanya kebutuhan.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa
menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang lahad tidak diperbolehkan karena
hal tersebut menyelisihi apa yang telah dicontohkan olen Nabi saw. Dan para
sahabat serta orang-orang setelahnya hingga saat ini, yaitu menguburkan setiap
satu jenazah dalam satu liang lahad, akan tetapi jika dalam kondisi mendesak atau
darurat maka menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang lahad itu
diperbolehkan dalam syariat.

B. Pandangan Islam Tentang Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim

Dalam Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat

Dalam pembahasan ini berkenaan dengan pencampuran kuburan muslim
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dan nonmuslim dalam satu liang lahad, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan
tentang hukum menyatukan pemakaman muslim dan nonmuslim dalam
pandangan islam. Melihat tidak adanya pembahasan Ulama terkait hukum
penggabungan jenazah muslim dan-nonmuslim dalam satu liang lahad, maka
peneliti akan menghubungkan keduanya menggunakan metode giyas al-Aulawr,
agar pembahasan ini lebih mudah untuk dipahami.

Sebelum masuk pada pembahasan penggabungan jenazah muslim dan
nonmuslim dalam satu ‘liang lahad maka terlebih dahulu peneliti akan
menejelaskan tentang Hukum menyatukan pemakaman /muslim dan nonmuslim.

Berangkat ‘dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Nasai dari
sahabat Basyir bin Khasasiahr.a.,
‘ﬂdgﬁdwmde‘J)ﬁ&’N\«lﬁjwwy“‘d}:@c‘w‘x
Artinya:

Saya pernah berjalan bersama Rasalullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian
beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam lewat di kubur Muslimin, beliau Shallallahu
‘alathi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya mereka telah melewati banyak
keburukan (di dunia).” Kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati

kuburan orang-orang kafir, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Sungguh mereka telah melewati banyak kebaikan” (di dunia).

Banyak ulama yang menyandarkan hadis di atas terkait keharusan untuk
memisahkan antara  pemakaman kaum  muslimin dan nonmuslim ataupun
sebaliknya, untuk itu peneliti akan menyebutkan beberapa pernyataan mereka.

Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya Ahkam al-Janaiz bersandar pada
hadis di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolenkan mengubur jenazah muslim
bersama-sama dengan jenazah orang-orang nonmuslim. Hendaknya jenazah
muslim dikubur di pemakaman muslim secara terpisah dari kuburan orang-orang

nonmuslim. Demikianlah yang diperintakan oleh Rastlullah saw. sejak zaman

1 Abi ‘Abdi al-Rahman Ahmad bin Syuaib bin ‘Alf al-Khurasani al-Nasai, (Cet. I; Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 471.
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beliau saw. dan berlanjut hingga masa sekarang.'? Begitu juga pernyataan Ibnu
Hazm dengan menyandarkannya pada hadis tersebut di atas, melarang mengubur
jenazah muslim bersamaan dengan jenazah musyrik.*®

Dijelaskan juga dalam kitab-Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzdzab bahwa
jenazah Kafir tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan jenazah
muslim tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir. Para Ulama
mazhab Syafi’i sepakat bahwa jenazah muslim tidak boleh dikuburkan di
pemakaman orang-orang Kkafir, dan jenazah® kafir tidak boleh dikuburkan di
pemakaman kaum muslimin.* Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat penjelasan
dalam kitab Al-Mugni bahwa, wanita kafir tidak dikuburkan di kuburan kaum
muslimin, karena kaum muslim yang dikuburkan di sana bisaterkena dampak dari
siksaan terhadapnya.’®

Dalam Kkitab al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyah- juga dijelaskan
bahwa ‘para fugaha’ sepakat atas-keharaman memakamkan jenazah muslim di
pemakaman orang-orang kafir dan sebaliknya kecuali dalam kondisi darurat.®

Dalam kitab Fatawa Islamiyah Li Ashabi al-Fadilah al-‘Ulama oleh
Muhammad bin Abdul al-°Aziz bin Abdullah al-Musnid, juga terdapat penjelasan
yang lebih tegas bahwa tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin mengubur
jenazah muslim di pemakaman orang-orang kafir karena merupakan kebiasaan
orang Islam dari zaman Nabi saw. dan khulafa al-Rasyidin dan orang-orang

setelahnya secara berkelanjutan memisahkan pemakaman orang-orang muslim

12Nashiruddin al-Albani, Ahkam al-Jandiz, (Cet. 1V; al-Maktab al-Islami, 1406 H/1986
M), h. 136.

13Nashiruddin al-Albani, Ahkam al-Jandiz, h. 136-137.

14 Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu’: Syarhu Al-
Muhadzdzab, h. 285.

15Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al-Mugni, h. 421.

6 Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, Al-Mausii’ah Al-Fighiyyah Al-
Kuwaitiyah, h. 19.
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dari pemakaman orang-orang kafir dan terlarang menguburkan seorang muslim
bersama orang musyrik, maka hal ini sudah menjadi Ijma’ ‘Amali atas
memisahkan pemakaman orang-orang muslim dari pemakaman orang-orang
kafir.t’

Dari penjelasan dan pemaparan pendapat para ulama tersebut di atas maka
dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama melarang menyatukan pemakaman
muslim dan pemakaman nonmuslim dalam satu tempat pemakaman dan harus
dipisahkan. Sehingga hukum-atas keharaman menyatukan pemakaman muslim
dan nonmuslim dapat digiyaskan pada penggabungan beberapa jenazah muslim
dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena masuk -dalam’ kategori mafhiimun
muwafagah atau mafhiumun aulawrt yaitu berlakunya hukum: pada peristiwa yang
tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya
hukum-pada-apa yang disebutkan dalam lafaz (Min bab al-Auia). Hal tersebut
sama halnya seperti menghubungkan keharaman mengucapkan kata “ah” (Dan
yang semacamnya) kepada orang tua atas keharaman memukul orang tua.®

Sehingga kesimpulan hukum terkait penggabungan beberapa jenazah
muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad berdasarkan penjelasan tersebut di

atas adalah haram untuk dilakukan.

Y"Muhammad bin Abdul al-‘Aziz bin Abdullah al-Musnid, Fatawa Islamiyah Li Ashabi
al-Fadilah al- ‘Ulama, Juz 2 (Cet. I;Riyad: Dar al-Watan, 1413 H), h. 36.

18Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Maga 'lim Ushul Figh: i'nda ahlu al-Sunnah
wa al-Jamdaa 'h (Cet; VII; Arab Saudi: Dar Ibnu Zauji, 1429 H/2008 M), h. 450.



BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-DARURAT TUBIHU AL-MAHZURAT
TERHADAP PENCAMPURAN KUBURAN MUSLIM DAN NONMUSLIM
DALAM SATU LIANG LAHAD KARENA KONDISI DARURAT

A. Fakta Kasus Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam Satu
Liang Lahad Karena Kondisi Darurat Hubungannya Dengan Kaidah Fikih

Al-Dararat Tubthu Al-Mahzirat

Faktanya pernah terjadi kasus pencampuran jenazah muslim dan
nonmuslim-.dalam satu liang lahad atau yang biasa terjadidibeberapa kasus
dengan sebutan penguburan massal. Penguburan massal ini sering kali terjadi pada
kasus bencana alam yang banyak menelan banyak korban jiwa. Di antara
penguburan; secara massal para korban bencana alam yang-menyebabkan
terjadinya pencampuran kuburan-muslim dan nonmuslim dalam satu lubang atau

liang lahad adalah sebagai berikut:

1. Tsunami Aceh, (26 Desember 2004)

Pagi itu masyarakat di Aceh dan sejumlah wilayah ujung Sumatra
dikejutkan dengan gempa dan tsunami yang sangat dahsyat. Kekuatan guncangan
gempa.itu hingga 9,3 Skala Richter, berpusat di dasar laut barat daya Sumatra,
sekitar 20 sampai 25 kilometer lepas pantai. Gelombang raksasa setinggi 30 meter
menyapu sejumlah pemukiman pesisir. 14 negara merasakan musibah besar ini.
Selain Indonesia, negara terdampak paling parah , yaitu Sri Lanka, India, dan
Thailand. Di Indonesia, diperkirakan, sebanyak 150.000 jiwa menjadi korban,
37.063 jiwa dinyatakan hilang, dan lebih dari 500.000 jiwa kehilangan tempat
tinggal. Total bencana alam ini menelan korban sekitar 280.000 jiwa. Tsunami

tidak hanya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil, akan tetapi juga
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banyak memakan korban dari luar daerah Aceh vyaitu para TNI sebanyak 377
anggota jadi korban. *

Terdapat korban dari anggota TNI disebabkan adanya konflik antara
pemerintah indonesia terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga
pemerintah melakukan Operasi Militer Indonesia di Aceh mulai tahun 2003-2004
dengan menurunkan 30.000 tentara dan 12.000 polisi, sehingga total pasukan
Operasi Militer sekitar 42.000 personil militer. Operasi ini berakibat lumpuhnya
sebagian besar militer GAM;-dan bersama dengan gempa bumi dan tsunami pada
tahun 2004 menyebabkan berakhirnya konflik 30.tahun/di Aceh.?

Masa tanggap darurat dilakukan selama 3 bulan setelah bencana tsunami
pada 26 Desember 2004 hingga tiga bulan kemudian pada 26-maret 2005. Tugas
utama dalam masa tersebut di antaranya adalah evakuasi jenazah dan pembersihan
kota. Setelah-masa tanggap darurat tersebut, Aceh diharapkan segera masuk tahap
rekonstruksi.’

Perlu diketahui bahwa setelah terjadinya tsunami di Aceh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pengurusan jenazah (7ajhiz Janaiz)
dalam kedaan darurat. Dalam fatwa tersebut terkhusus pada poin menguburkan
Jenazah disebutkan bahwa jenazah korban wajib segera dikuburkan, jenazah boleh
dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau
beberapa liang kubur, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat, penguburan

secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan

! Fandy Hutari, “Berhenti berperang usai tsunami menghantam”, Alinea.id,
https://www.alinea.id/nasional/berhenti-berperang-usai-tsunami-menghantam-b1UBM9goW, (18
Juli 2022).

2Wiki Pedia, “Operasi Militer Indonesia di Aceh 2003-2004”, Situs Resmi Wiki Pedia,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Operasi_militer_Indonesia_di_Aceh_2003-2004, (19 Juli 2022).

3Detik News, “Masa Tanggap Darurat Aceh Gagal Jika Evakuasi Belum Tuntas”, Situs
Resmi Detik News, https://news.detik.com/berita/d-294313/masa-tanggap-darurat-aceh-gagal-jika-
evakuasi-belum-tuntas, (20 Juli 2022).


https://www.alinea.id/nasional/berhenti-berperang-usai-tsunami-menghantam-b1UBM9goW
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Operasi_militer_Indonesia_di_Aceh_2003-2004
https://news.detik.com/berita/d-294313/masa-tanggap-darurat-aceh-gagal-jika-evakuasi-belum-tuntas
https://news.detik.com/berita/d-294313/masa-tanggap-darurat-aceh-gagal-jika-evakuasi-belum-tuntas
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perempuan juga antara muslim dan nonmuslim, jenazah boleh langsung
dikuburkan ditempat jenazah ditemukan.*

Fatwa tersebut sesuai dengan gambaran proses penguburan para korban
yang terjadi disalah satu tempat penguburan massal korban tsunami Aceh yang
terletak di Desa Siron. Kondisi pada saat itu serba darurat. Petugas kebingungan
untuk menguburkan ribuan jenazah korban tsunami. Tempat yang saat itu
dijadikan sebagai lahan pemakaman ribuan korban tsunami merupakan lahan
kosong milik negara di bawah-pemerintah Aceh Besar. Peroses penggalian makam
dibantu dengan menggunakan dua alat berat berupa backhoe. Penggalian liang
pertama digali sedalam tujuh meter dengan lebar yang sama. Setelah satu liang itu
telah digali, yang pertama dikubur adalah sekitar seribu-mayat yang telah
menumpuk selama dua hari. Mayat-mayat itu dibalut palstik kantong jenazah, lalu
diangkut-menggunakan sejumlah mobil dan truk. Setiba di samping liang lahad,
mobil dan truk mengangkat tinggi-tinggi-bagian belakangnya. Jenazah-jenazah itu
kemudian ditumpahkan ke kuburan. Jangan bayangkan penguburan itu dilakukan
seperti pemakaman mayat pada umumnya. °

Penguburan - dalam suasana darurat itu dilakukan tanpa perosesi
sebagaimana biasanya dilakukan saat kondisi normal. Lubang itu terus ditimbun
dengan mayat hingga tersisa kedalaman sekitar satu meter. Lalu alat berat kembali
bekerja menimbun sisanya dengan tanah. Setiap lubang itu berisi ribuan mayat.
Paling sedikit seribu orang. Setelah satu lubang berhasil ditimbun, baru kemudian
alat berat menggali lubang yang lain di sampingnya. Tiap harinya tempat

pemakaman massal di Desa Siron ini mengubur sekitar 1000 hingga 3000 mayat

*Majelis Ulama Indonesia, “Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jandiz) Dalam Keadaan
Darurat”, Situs Resmi MUI.co.id, http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-
Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf, (21 Juli 2022).

5 Aceh Kini, “Kisah Pengubur Ribuan Jenazah Aceh”, Situs Resmi Aceh Kini,
https://kumparan.com/acehkini/kisah-pengubur-ribuan-mayat-tsunami-aceh-1-1SOPOXNalV7, (22
Juli 2022).


http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/34.-Pengurusan-Jenasah-Dalam-Keadaan-Darurat.pdf
https://kumparan.com/acehkini/kisah-pengubur-ribuan-mayat-tsunami-aceh-1-1sOPOXNalV7
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korban tsunami, hal tersebut terjadi selama tiga bulan. Hingga kuburan massal
korban tsunami Aceh di Desa Siron itu, menjadi tempat peristirahatan terakhir
bagi sedikitnya 46.718 korban yang tercatat.®

2. Gempa dan Tsunami Palu (28 September 2018)

Bencana gempa dan tsunami yang menimpa kota Palu dan Donggala
terjadi pada Jumat petang pada pukul 18.02 WITA, gempa berkekuatan 7,4 pada
Skala Richter telah melanda Palu di Sulawesi Tengah. Gempa ini bukanlah yang
pertama tapi inilah yang terkuat. Lima menit kemudian, Badan Meteorologi,
Klimatoligi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan tsunami. Lembaga itu
memperkirakan gelombang laut akan mencapai 0,5 sampai tiga meter. Antara tiga
hingga enam-menit berikutnya kota Palu diterjang ombak setinggi enam meter.
Gelombang_tsunami menerjang bagian ujung teluk Palu, kawasan yang paling
banyak-dihuni penduduk di Kota Palu dan seluruh Sulawesi tengah. Berdasarkan
data statistik Pemkot Palu, ada 374.000yang tercatat bermukim-di kota tersebut
pada 2016."

Akibat bencana gempa bumi , tsunami dan likuefaksi tercatat korban yang
meninggal dunia mencapai 4.340 jiwa. Korban jiwa yang meninggal tersebar di
Kota Palu 2.141 orang, Kabupaten Sigi-289 orang, Donggala 212 orang dan Parigi
Moutong 15 orang sehingga berjumlah total 2.657 orang. Selain itu ada korban
hilang 667 orang, korban jiwa tak teridentifikasi 1.016 sehingga total korban jiwa
4.340 orang.®

6 Aceh Kini, “Kisah Pengubur Ribuan Jenazah Aceh”, Situs Resmi Aceh Kini,
https://kumparan.com/acehkini/kisah-pengubur-ribuan-mayat-tsunami-aceh-1-1sOPOXNalV7, (22
Juli 2022).

"BBC News Indonesia, Gempa Tsunami dan Likuifaksi; Rangkaian Bencana di Palu
Yang Perlu Anda Ketahui”, Situs Resmi BBC News Indonesia,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237, (23 Juli 2022).

8]chsan Emrald Alamsyah, “Total Korban Bencana di Sulteng Capai 4.340 Orang”,
Republika.co.id,  https://www.republika.co.id/berita/pm3nb1349/gubernur-total-korban-bencana-
di-sulteng-capai-4340-orang, (3 Desember 2021).


https://kumparan.com/acehkini/kisah-pengubur-ribuan-mayat-tsunami-aceh-1-1sOPOXNalV7
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237
https://www.republika.co.id/berita/pm3nb1349/gubernur-total-korban-bencana-di-sulteng-capai-4340-orang
https://www.republika.co.id/berita/pm3nb1349/gubernur-total-korban-bencana-di-sulteng-capai-4340-orang

51

Dalam bencana ini juga korban tidak hanya berasal dari warga lokal, akan
teteapi juga terdapat Waraga Negara Asing (WNI) yang saat itu berada di tempat
kejadian. Sebagaimana data yang termuat, tepatnya pada 30 September 2018
terdata ada 71 orang warga negara asing yang menjadi korban gempa dan tsunami
ini, dapat dilihat dari rinciannya bahwa terdapat 1 orang asal Singapura, 1 orang
asal Belgia, 1 orang asal Korea Selatan, 3 orang asal Perancis, 1 orang asal
Malaysia, 1 orang asal Jerman, 10 orang asal Vietnam, 31 orang asal Thailand, 21
orang asal Tiongkok.®

Masa tanggap darurat terhadap gempa dan tsunami Palu ditetapkan selama
14 hari, sejak 28 September 2018 hingga 11 Oktober 2018. Hal tersebut dilakukan
agar ada kemudahan akses sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat.°

Sebagaimana yang terjadi di Aceh belasan tahun lalu, Wakil Ketua Umum
Majelis-Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menjelaskan bahwa
perlakuan terhadap jenazah korban gempa dan tsunami di Palu. dan Donggala
secara syariat bisa berpedoman terhadap Ketentuan Fatwa MUI tentang
Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Janaiz) dalam kondisi darurat. Merujuk pada
ketentuan tersebut, ia menambahkan bahwa pada dasarnya dalam keadaan normal
mayat wajib dimandikan , dikafani, disalatkan dan dikuburkan menurut syariat
Islam. Akan tetapi dalam keadaan darurat dengan penanganan jenazah tidak
mungkin memenuhi ketentuan syariat itu, maka pengurusan jenazah dilakukan
sesuai keadaan di lapangan. la melanjutkan dengan merujuk pada fatwa MUI di
atas khususnya dalam menguburkan jenazah pada keadaan darurat seperti pada

gempa Donggala dan tsunami Palu ini, mayat korban wajib segera dikuburkan.

%Official Inews, “Data WNA Korban Gempa-Tsunami Palu dan Donggala”, Youtube,
https://youtu.be/HheDRzgA2-k, (21 Juli 2022).

K ompas.com, “Gempa dan Tsunami Palu Masa Tanggap Darurat Ditetapkan Selama 14
Hari”, Situs Resmi Kompas.com,
https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/09/30/14552151/gempa-dan-tsunami-palu-masa
tanggap-darurat-ditetapkan-selama-14-hari (22 Juli 2022).


https://youtu.be/HheDRzqA2-k
https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/09/30/14552151/gempa-dan-tsunami-palu-masa%20tanggap-darurat-ditetapkan-selama-14-hari%20(22
https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/09/30/14552151/gempa-dan-tsunami-palu-masa%20tanggap-darurat-ditetapkan-selama-14-hari%20(22
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Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik
dalam satu atau beberapa liang kubur dan tidak mesti dihadapkan ke arah kiblat
juga boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan juga
antara muslim dan nonmuslim, serta jenazah boleh langsung dikuburkan ditempat
jenazah ditemukan.!

Fatwa tersebut di atas sesuai dengan proses penguburan massal korban
gempa dan tsunami di Palu. Saat itu jenazah korban gempa dan tsunami di Palu
dimakamkan di kuburan massal. Sebanyak 18 korban telah dimakamkan untuk
tahap pertama. Mereka merupakan jenazah yang tidak teridentifikasi dan tidak
diambil keluarganya. Pemakaman massal akan difokuskan pada satu tempat yakni
TPU Poboya. TPU Poboya dikhususkan untuk menguburkan-jenazah yang tidak
teridentifikasi dan tidak diambil oleh keluarganya.? 18 Jenazah itu diangkut
menggunakan 2 truk dan satu mobil pickup. Setiba di lokasi jenazah yang sudah
berada di kantong jenazah langsung diangkat ke dalam kuburan-10 x 100 meter
dengan kedalaman 1,5 meter. Jenazah tersebut ditempatkan di sudut makam.
Sebuah alat berat dikerahkan untuk peroses penguburan massal ini. Setelah 18
jenazah itu tersusun rapi alat berat pun langsung melakukan penimbunan.
Kuburan massal ini disediakan untuk menampung 1.000 jenazah. Korban tewas
yang sudah diidentifikasi tapi tidak dijemput keluarga dimakamkan di kuburan

massal ini.t?

UTempo.com, “Bagaimana Mengurus Jenazah Korban Gempa? Begini Kata MUI” Situs
Resmi Tempo.com, https://nasional.tempo.co/amp/1131966/bagaimana-mengurus-jenazah-korban-
gempa-begini-kata-
mui#aoh=16585052628206&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%?2
51%24s (23 Juli 2022).

12Newswire, “Tak Teridentifikasi 18 Jenazah Korban Gempa Palu Dikubur Massal”,
Harian Jogja, https://m.harianjogja.com/news/read/2018/10/01/500/943099/tak-teridentifikasi-18-
jenazah-korban-gempa-palu-dikubur-massal, (22 Juli 2022).

13 Ahmad Bil Wahid, “Korban Gempa Tsunami Sulteng Mulai Dimakamkan Secara
Massal”, Detik News, https://news.detik.com/berita/d-4236468/korban-gempa-tsunami-sulteng-
mulai-dimakamkan-secara-massal, (24 Juli 2022).


https://nasional.tempo.co/amp/1131966/bagaimana-mengurus-jenazah-korban-gempa-begini-kata-mui#aoh=16585052628206&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://nasional.tempo.co/amp/1131966/bagaimana-mengurus-jenazah-korban-gempa-begini-kata-mui#aoh=16585052628206&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://nasional.tempo.co/amp/1131966/bagaimana-mengurus-jenazah-korban-gempa-begini-kata-mui#aoh=16585052628206&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://nasional.tempo.co/amp/1131966/bagaimana-mengurus-jenazah-korban-gempa-begini-kata-mui#aoh=16585052628206&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://m.harianjogja.com/news/read/2018/10/01/500/943099/tak-teridentifikasi-18-jenazah-korban-gempa-palu-dikubur-massal
https://m.harianjogja.com/news/read/2018/10/01/500/943099/tak-teridentifikasi-18-jenazah-korban-gempa-palu-dikubur-massal
https://news.detik.com/berita/d-4236468/korban-gempa-tsunami-sulteng-mulai-dimakamkan-secara-massal
https://news.detik.com/berita/d-4236468/korban-gempa-tsunami-sulteng-mulai-dimakamkan-secara-massal
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Dari dua contoh kasus yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti tidak
menemukan pernyataan tegas tentang adanya pencampuran jenazah muslim dan
nonmuslim dalam penguburan massal yang terjadi baik di Aceh ataupun di Palu.
Akan tetapi setelah peneliti menganalisa tentang masalah ini maka peneliti
menemukan bahwa untuk memperjelas tentang pencampuran kuburan muslim dan
nonmuslim dalam satu liang pada kasus di atas dapat menggunakan galabatu al-
Zan yaitu lebih kuatnya salah satu sisi dari sisi lain secara mutlak yang karenanya
sisi lain tersebut dibuang. Al-Zan (dugaan) adalah. memandang mungkin dua
perkara yang salah satu dari keduanya lebih kuat dari yang lain. Akan tetapi,
dugaan itu bertingkat-tingkat sehingga bisa mengalami-penambahan dan sebagian
dugaan lebih kuat dari yang lain. Tingkat dugaan bisa jadi naik karena banyaknya
dalil dan indikator. Dugaan yang salah satu sisinya lebih unggul dari yang lain
dengan-keunggulan yang mencolok dan kuat yang mendekati tingkat keyakinan
itu dikenal dengan sebutan al-Zan-al-Galib-(Dugaan yang lebih kuat).!

Terkait galabatu al-Zan terdapat sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

Bk e ) &5 53 5345 1
Artinya:

Apabila tidak mendapatkan keyakinan maka dikembalikan kepada prasangka
yang kuat.

Berdasarkan kaidah di atas dapat dianalisa terkait kasus yang telah dijelaskan
tersebut di atas bahwa pada kedua kasus tersebut tidak dapat dipastikan adanya
pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim dalam satu lubang, akan tetapi di
sisi lain juga tidak dapat dipastikan bahwa seluruh jenazah yang dikuburkan
massal pada kedua kasus tersebut di atas semuanya adalah muslim. Sehingga

memunculkan dua kemungkinan atau dugaan dan dugaan terkait penguburan

14TerminologyEnc.com, “Mausii’ah al-Mustalahat al-Islamiyyah; Galabatu al-Zan”, Situs
Resmi TerminologyEnc.com, https://terminologyenc.com/id/browser/term/7383 (25 Juli 2022).

S Muhammad bin Soleh bin Muhammad al-‘Usaimin, Syarhu al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-
Mustagni’, Juz 1 (Cet. I; daR Ibnu al-Jauzi, 1422-1428 H), h. 62.


https://terminologyenc.com/id/browser/term/7383%20(25
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massal pada dua kasus di atas terdapat pencampuran jenazah muslim dan

nonmuslim itu lebih kuat karena didukung oleh banyaknya dalil dan indikator.

Untuk memperjelas peneliti akan menyebutkan dalil dan indikator dari
maisng-masing kasus di atas terkait adanya pencampuran jenazah muslim dan
nonmuslim dalam penguburan massal baik di Aceh ataupun di Palu.

Di antara dalil dan indikator adanya pencampuran jenazah muslim dan
nonmuslim pada penguburan massal di Aceh sebagai berikut:

1. Penduduk Aceh tidak 100-% semuanya Islam. Terlebih lagi sebelum terjadinya
bencana alam tsunami, ‘saat itu di Aceh terjadi konflik-antara Gerakan Aceh
Merdeka ' (GAM) dengan Tentara Nasional Indonesia yang membuat
pemerintah- mendatangkan kurang lebih 42.000 personil bersenjata yang terdiri
dari 30.000 tentara dan 12.000 polisi yang kebanyakannya berasal dari luar
daerah Aceh.

2. Jenazah para korban jumlahnya sangat banyak sehingga pemindahan jenazah
para korban dilakukan secara langsung kedalam lubang dengan menggunakan
alat berat kemudian ditumpahkan begitu saja, tanpa melalui proses pemisahan
antar jenazah.

3. Adanya fatwa MUI terkait pembolehan mencampur jenazah muslim dan
nonmuslim saat menguburkan jenazah secara massal pada saat terjadinya
bencana tsunami di Aceh saai itu.

Adapun . dalil dan indikator adanya pencampuran jenazah muslim dan
nonmuslim pada penguburan massal di Palu adalah Penduduk Kota Palu tidak 100
% semuanya Islam. Lebih jelas, pada saat gempa mengguncang terdapat gereja
yang bernama Gereja Jono Oge sedang menggelar kajian Al-Kitab yang di
dalamnya terdapat 80 pelajar sedang mengikuti kajian tersebut. Setelah gempa

usai ditemukan gereja tersebut sudah berubah menjadi puing-puing dan tidak ada
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korban selamat yang berhasil ditemukan di sana.’® Juga terdata bahwa terdapat

Warga Negara Asing di Palu saat terjadinya bencana gempa dan tsunami saat itu.
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemungkinan atau dugaan

adanya pencampuran jenazah muslim-dan nonmuslim pada kasus di Aceh dan

Palu lebih kuat dan tergolong sebagai galabatu al-Zan. Sehingga kemungkinan

kedua terkait tentang tidak adanya pencampuran jenazah muslim dan nonmuslim

pada kedua kasus di atas tidak lagi dapat digunakan.

B. Analisis Implementasi ‘Kaidah Fikih ‘Al-Darirat Tubthu al-Mahziarat
Terhadap Kasus Pencampuran Kuburan Muslim dan Nonmuslim Dalam
Satu Liang Lahad Karena Kondisi Darurat

Pada bab-sebelumnya peneliti telah menjelaskan bahwa untuk menerapkan
kaidah fikin' al-Dararat Tubihu al-Mahziarat harus memenuhi  syarat-syarat
tertentu-sehingga kaidah fikih tersebut dapat diterapkan dalam suatu kondisi atau
situasi 'yang dianggap darurat atau-mendesak. Untuk itu agar dapat mengetahui
terkait implementasi kaidah fikih ini, maka peneliti akan menganalisa dua kasus
penguburan massal yang telah peneliti jelaskan sebelumnya dengan
menghubungkannya kepada syarat-syarat implementasi kaidah fikih al-Dararat

Tubthu al-Mahzirat. Agar dapat ditarik kesimpulan terkait implementasi kaidah

fikih tersebut pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu

liang lahad karena kondisi darurat.

Pada kasus pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu
lubang atau liang lahad itu terjadi disebabkan adanya keadaan yang mendesak dan
darurat akibat musibah bencana alam berupa gempa dan tsunami yang

menyebabkan banyak sekali korban jiwa akibat bencana tersebut. Namun jika

16 BBC News Indonesia, Gempa Tsunami dan Likuifaksi; Rangkaian Bencana di Palu
Yang Perlu Anda Ketahui”, Situs Resmi BBC News Indonesia,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237, (23 Juli 2022).


https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237
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dilihat dari sisi penerapan atau implementasi kaidah fikih terkait keadaan darurat

tersebut bisa atau tidaknya dapat diketahui dari analisis antara syarat penerapan

atau implementasi kaidah fikih dengan kasus pencampuran kuburan muslim dan
nonmuslim yang terjadi di Aceh dan Palu sebagai berikut:

1. Syarat pertama agar kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-Mahzirat dapat
diterapkan adalah bahaya tidak lebih kecil darinya, maksudnya adalah berada
dalam keadaan darurat harus memiliki bahaya yang lebih besar dari melakukan
sesuatu yang diharamkan-.dalam syariat. ‘Pada kasus di Aceh dan di Palu
pencampuran ‘kuburan-muslim dan nonmuslim dalam satu lubang dilakukan
karena banyaknya korban yang meninggal akibat bencana tersebut, dan jika
jenazah para korban tidak dikuburkan secara massal akan menimbulkan bahaya
yang lebih besar yaitu membusuknya mayat-mayat korban jenazah dan juga
jika -para-korban tersebut dimakamkan dalam lubang yang-berbeda atau
terpisah dalam artian setiap lubang satu jenazah akan mempersulit petugas
evakuasi. ‘dan- memperlambat proses penguburan para korban, karena
banyaknya para korban yang harus segera dikubur sementara petugas tidak
hanya Dberfokus untuk menguburkan akan tetapi mereka dalam waktu yang
sama juga harus mencari dan - mengevakuasi para korban yang belum
ditemukan, sehingga jika jenazah para korban dikuburkan tidak secara massal
akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dengan demikian syarat pertama
agar kaidah' fikih al-Darirat Tubithu al-Mahzarat dapat diterapkan pada
kondisi darurat di Aceh dan Palu terpenuhi.

2. Syarat kedua agar kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-Mahziarat dapat
diterapkan adalah darurat harus terjadi secara langsung dan nyata. Pada kasus
pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim di Aceh dan di Palu, itu terjadi

disebabkan bencana alam berupa tsunami yang menewaskan ribuan korban
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jiwa, artinya keadaan darurat di Aceh dan di Palu terjadi secara langsung dan
nyata, selain banyaknya informasi yang bersumber dari media-media nasional,
banyaknya saksi mata yang mnyaksikan bencana tersebut cukup menjadi bukti
bahwa situasi darurat baik di Aceh ataupun di Palu itu benar terjadi secara
langsung dan nyata. Sehingga dengan demikian syarat kedua agar kaidah fikih
al-Dararat Tubihu al-Mahzarat dapat diterapkan atau diimplementasikan pada
kasus di Aceh dan di Palu terpenuhi.

3. Syarat ketiga agar ‘kaidah  fikih ‘al-Dararat- Tubthu al-Mahzarat dapat
diterapkan adalah_tidak boleh menerjang atau melewati batas yang dapat
mengangkat atau menghilangkan status darurat. Pada kondisi darurat di Aceh
saat itu pemerintah menetapkan masa tanggap darurat dilakukan selama 3
bulan setelah bencana tsunami. Tugas utama dalam masa tersebut di antaranya
adalah evakuasi jenazah termasuk di dalamnya penguburan massal. Adapun di
Palu. pemerintah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari setelah
bencana tsunami. sehingga masa darurat sesuai arahan dari pemerintah hanya
berlaku sampai batas yang telah ditentukan. Dengan demikian bolehnya
jenazah para korban dimakamkan secara massal hanya disaat masa tanggap
darurat, adapun jika telah lewat masa tanggap darurat, maka penguburan
massal tidak lagi dilakukan karena dianggap telah keluar dari kondisi atau
situasi yang mendesak dan darurat. Sehingga dengan demikian syarat ketiga
agar kaidah' fikih al-Darirat Tubihu al-Mahzirat dapat diterapkan atau
diimplementasikan pada kasus di Aceh dan Palu telah terpenuhi.

Dari hasil analisa terkait implementasi kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-

Mahzirat dengan kasus pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu

liang yang terjadi di Aceh dan Palu, maka bisa disimpulkan bahwa tiga syarat agar

kaidah fikih al-Darirat Tubthu al-Mahzirat bisa di implementasikan telah
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terpenuhi. Dengan demikian implementasi kaidah fikih al-Dararat Tubthu al-
Mahzirat pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang
lahad karena kondisi darurat dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab-bab sebelumya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kaidah fikih al-Dariirat Tubthu al-Mahzirat -merupakan kaidah yang
berkaitan dengan kebutuhan, kondisi atau situasi.yang mendesak dan darurat.
Dalam penerapannya dapat digunakan untuk membolehkan seorang hamba
mengerjakan, sesuatu yang terlarang dalam syariat kKarena sedang berada
dalam kondisi atau situasi yang mendesak dan darurat. Namun untuk
menerapkan kaidah fikih ini memiliki syarat dan ketentuan tertentu, sehingga

dalam penerapannya harus memenuhi syarat dan ketentuan tersebut.

2. Para ulama mazhab melarang bahkan-mengharamkan penguburan beberapa
jenazah dalam satu liang lahad. Adapun Hukum mencampur.kuburan muslim
dan nonmuslim dalam satu liang lahad digiyaskan kepada hukum menyatukan
pemakaman muslim dan nonmuslim sebab tidak ditemukannya pembahasan
ulama terkait pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang
lahad, sehingga akhirnya ditemukan bahwa hukum mencampur kuburan

muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad adalah haram untuk dilakukan.

3. Kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-Mahzarat dapat diimplementasikan atau
diterapkan pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu
liang lahad karena kondisi darurat dengan memperhatikan syarat dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama.
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B. Implikasi Penelitian

Setelah selesainya peneliti mengkaji dan mendeskripsikan hasil penelitian
yang berkaitan dengan implementasi kaidah fikih al-Darirat Tubihu al-Mahziirat
pada pencampuran kuburan muslim dan nonmuslim dalam satu liang lahad karena
kondisi darurat. Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam
pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih jenazah,
dan memberikan konstribusi .bagi para intelektual dalam hal peningkatan
khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Peneliti juga berharap hasil
penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian
selanjutnya,. serta berharap agar peneliti selanjutnya bisa® melengkapi dan
menambahkan kekurangan-kekurangan yang ada untuk menyempurnakan hasil

penelitian-ini agar lebih bermanfaat kedepannya.
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